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Bambang Winahyo, S.310906220, 2007. “ Implementasi Surat Edaran 
Dirjren Pemasyarakatan Nomor E.PR.06.10–70 Tentang Bebas Peredaran 
Uang (BPU) Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara 
Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah ”,. 
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Surat Edaran 
Dirjen Pemasyarakatan Nomor E.PR.06.10-70 Tentang Bebas Peredaran Uang 
(BPU) Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Wilayah Departemen 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.  
   Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah sosiologis, dengan 
mendasarkan pada konsep pengertian hukum yang ke-5. Bentuk penelitian yang 
digunakan adalah diagnostik – evaluatif . Analisis datanya menggunakan 
analisis kwantitatif dan kualitatif yang selanjutnya dianalisis secara logis 
sistematis. 
   Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan 
dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa tidak 
dapat di implementasikan Surat Edaran Dirjen Nomor E.PR.06.10-70 Tentang 
Bebas Peredaran Uang (BPU) pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah 
Tahanan ( Rutan ) yang diteliti tersebut disebabkan  antara lain : (1) Dari aspek 
struktur hukum ( legal structure ), yaitu minimnya jumlah sumber daya manusia 
( SDM petugas ), terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai jika 
dibandingkan dengan jumlah / kapasitas narapidana / tahanan yang dibina, tidak 
seragamnya kupon yang diedarkan masing-masing lembaga, sehingga 
menyulitkan apabila tahanan / narapidana dipindahkan ke lembaga yang 
lainnya; (2) Dari aspek substansi hukum ( legal substance ), belum adanya 
peraturan pelaksana yang memberikan pedoman kongkrit mengenai pelaksanaan 
BPU di lembaga, dan penerapan sanksi bagi pelanggaran / penyimpangan baik 
yang dilakukan oleh narapidana/ tahanan maupun oleh petugas; (3) Dari aspek 
budaya hukum ( legal culture ), masih kuatnya budaya tenggang rasa, segan, 
dan saling menghargai serta tolong menolong antar penghuni dan petugas, yang 
memungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan BPU antara lain 
dalam bentuk kolusi dan pemerasan di dalam LP dan RUTAN.   
 Adapun saran yang dapat disampaikan adalah dilanjutkannya program 
BPU dengan perubaha pola dan mekanisme dalam pelaksanaannya antara lain 
penggunaan kupon yang seragam / sejenis yang diterbitkan oleh Dirjen 
Pemasyaraktan Departemen Hukum dan HAM dan pengelolaan BPU tersebut 
secara lebih profesional yang berorientasi menguntungkan bagi napi / tahanan 
selama berada di LP dan RUTAN dan pada gilirannya merupakan tabungan / 
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bekal atau modal bagi napi / tahanan setelah terjun kembali kemasyarakat. 
Pelaksanaan BPU tersebut disempurnakan dengan melengkapi fasilitas sarana 
prasarana penunjang, SDM pengelola dan peningkatan insentif bagi petugas, 
adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran / penyimpangan terhadap 





Bambang Winahyo, S.310906220. The Implementation of Circular Letter 
of Directorate General of Correction Number : E.PR.06.10-70 on Free 
Money Circulation At Correction Institution and State Prison in The 
Jurisdiction of The Department of Law and Human Rights of Central Java. 
Thesis. The Law Study Program of Sebelas Maret University, 2008. 
 
 The aim of the research is to the study implementation of the Circular 
Letter of Directorate General of Correction Nomber E.PR.06.10-70 on Free 
Money Circulation at The Correction Institution and State Prisons in 
Jurisdiction of The Department of Law Human Rights of Central Java. 
 The research is a sociological research based on the fifth concept of law. 
It is also a diagnostic – evaluatif . The data of the research were quatitatif - 
qualitatively and logically analyzed. 
 Based on the results of research, it can be concluded that the circular 
letter of Directorate General of Correction Number E.PR.06.10-70 on Free 
Money Circulation in The jurisdiction studied has not be applicable. This is 
mainlycaused by : (1) legal structure : the number of human resources(legal 
apparatus) and adequate facilities and infrastructures is limited if compared to 
the number of prisoners; the coupon used as ID for prisoners is different from 
one prison  to the another. This is causes a problem when a prisoners is 
transferrred from one prison to another; (2)  legal substance : there is no manual 
that can be referred to in the implement of the circular letter; there is also no 
punishment for violation of the circular by either prisoner or officer; (3) legal 
culture : there is a felling of bondage among the prisoners and authorities that 
leads to bribery, blackmailing and collusion in the correction institution and 
state prison. 
 This research suggests a need to evaluate the implementation of the 
circular by improving its implementation mechanism; the coupon usecd should 
be one type and the Free Money Circulation should be managed for the 
betterment of the prisoners during in the correction institution or after they are 
released back to the society. The implementation of the circular should also be 
 15 
followed by improvement in the facilities and infrastructure of the correction 
institution and state prison. Improvement in the human resources and incentive 
should also be taken. Finally, there should be harsh punishment for those who 













A. Latar Belakang Permasalahan 
Perkembangan sistem pidana dan pembinaan telah menimbulkan 
perbaikan dan pembaharuan penerapan dan pelaksanaan pidana termasuk 
pelaksanaan pidana penjara. Pembaharuan pelaksanaan pidana dan 
pemidanaan khususnya pidana penjara telah mengarah pada perlakuan yang 
lebih manusiawi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia setelah timbulnya teori dan dan aliran yang menggabungkan antara 
aliran klasik dan modern, telah menimbulkan pengaruh kearah perbaikan 
pelaksanaan pidana dan pemidanaan yang tidak lagi hanya ditujukan sebagai 
pembalasan tetapi juga berusaha melindungi kepentingan masyarakat dan 
keseimbangannya serta mulai diperhatikan kepentingan terpidana, dalam hal 
ini termasuk terpidana yang menjalani pidana penjara. 
Perkembangan perlindungan dan pengakuan hak asasi narapidana di 
Indonesia, berkembang sejak berubahnya konsep pemenjaraan dan system 
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kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, maka pelaksanaan pidana 
penjara telah mengakui dan melindungi harkat dan martabat narapidana. Hal 
ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan maupun 
keputusan-keputusan yang dikeluarkan baik untuk tingkat nasional dan 
tingkat lokal yang mendukung pelaksanaan system masyarakat. 
Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan Tahun 1964 yang 
menetapkan 10 prinsip pokok pembinaan dengan system pemasyarakatan 
telah meletakan dasar-dasar kemanusiaan dalam perlakuan Narapidana. 
Berdasarkan 10 prinsip pokok pemasyarakatan diatur tentang pelaksanaan 
pidana penjara yang sesuai dengan Pancasila yang menjunjung tinggi harkat 
dan martabat manusia ( Narapidana ), dan tetap diakui hak-hak Narapidana 
selama nejalani pidana penjara. 
Pengakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak 
Narapidana selama menjalani pidananya lebih tegas dan jelas diatur, setelah 
lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 
serta peraturan pelaksanaan yang mengikutinya. Penetapan undang-undang 
pemasyaraktan ini merupakan langkah-langkah bangsa Indonesia untuk 
mewujudkan pengakuan terhadap hak-hak manusia dan perlakuan terhadap 
Narapidana sesuai dengan hak asasinya sesuai dengan Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia dan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana      
( SMR ) 1995 serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang didasarkan 
pada Pancasila dan UUD 1945. 
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, diatur secara tegas 
mengenai hak-hak dari Narapidana selama menjalani pidana penjara yang 
sifatnya membimbing dan mengayomi. Dalam Pasal 14 Undang-undang 
Pemasyarakatan secara implicit mengatur dan merinci hak-hak yang 
diperoleh Narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan yaitu Narapidana 
berhak : 
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a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kerpercayaannya; 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran; 
d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. Menyampaikan keluhan; 
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang; 
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu 
lainnya; 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana; 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga;  
k. Mendapatkan kebebasan bersyarat; 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan  
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
Pelaksanaan hak-hak Narapidana ini diatur lebih jelas dalam 
peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan 
proses pemasyaraktan baik yang ditetapkan sesudah undang-undang ini 
maupun peraturan yang ada sebelum undang-undang ini ditetapkan dan 
tidak dicabut. 
Peraturan lain yang menjamin hak-hak Narapidana khususnya hak 
asasinya adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia ( HAM ). Undang-undang ini berlaku untuk seluruh wilayah 
Indonesia dan warga Negara Indonesia. Menurut Pasal 1 Butir kesatu 
Undang-undang Hak Asasi Manusia mendefinisikan Hak Asasi Manusia, 
yaitu : 
“ Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai 
mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrah-Nya yang 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, 
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pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia ”. 
 
Pada butir menimbang undang-undang ini ditambahkan bahwa sifat 
hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat 
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus 
dilindungi, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dan dirampas oleh 
siapa pun. Jadi HAM merupakan hak mutlak yang selalu melekat pada diri 
manusia. Oleh karena itu, ketentuan ini berlaku juga bagi Narapidana, 
karena mereka adalah juga manusia, hanya keadaannya berbeda yaitu 
nemjalankan pidana penjara ( pencabutan / pembatasan kemerdekaan ) 
karena melanggar peraturan yang berlaku. 
Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 diatur secara tegas 
dan  jelas tentang hak-hak asasi manusia serta perlindungannya, yang 
terutama adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk tidak diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Undang- 
undang ini mengatur tentang pelaksanaan hak asasi manusia tersebut tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Ketentuan ini 
sama seperti ketentuan tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam 
konstitusi kita yaitu UUD 1945 ( amandemen ke-4 ) baik dalam isi 
pembukaan maupun batang tubuhnya. Pengaturan secara tegas dan 
khususnya terhadap HAM dalam UUD 1945 ini terdapat pada pasal 28a – 
28j yang isinya sama dengan jenis-jenis hak asasi manusia tahun 1999. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dalam praktek pelaksanaan 
pidana penjara dengan system pemasyarakatan maka dapat dijumpai aspek-
aspek yang merupakan hak-hak Narapidana serta hak asasinya. Melihat pada 
ketentuan Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 dan UUD 1945 khususnya 
 19 
pasal 28a – 28j maka seorang narapidana “ yang hilang kemerdekaannya ” 
karena pidana yang dihjatuhkan pidana penjara tetap mempunyai hak-hak 
yang selalu melekat padanya terutama hak asasinya. Pasal 14 UU No. 12 
Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak 
Narapidana sejalan dengan ketentuan tentang hak asasinya. Pasal 14 UU No. 
12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak 
Narapidana sejalan dengan ketentuan hak asasi seperti yang diuraikan 
diatas.  
Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya juga adalah manusia 
tetap mempunyai hak untuk hidup, hal ini dapat dilihat dengan diaturnya 
hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ( Pasal 
14 butir d ), hak untuk mempertahankan hidup yaitu dengan memberikan 
kesempatan untuk melakukan pekerjaan dengan upah atau premi serta 
pemberian ketrampilan ( Pasal 14 butir g ), hak beragama dan menjalankan 
ibadah dengan bebas ( Pasal 14 butir a ), hak kebebasan pribadi, pikiran dan 
hati nurani yaitu diberikannya perawatan rohani dan jasmani, pendidikan 
dan pengajaran, mendapat informasi melalui bahan bacaan dan media massa         
( Pasal 14 butir b, c, f ), Narapidana juga diberi hak hukum dan hak 
menadapat perlakuan yang sama baiknya dalam mendapat bantuan hukum / 
penasehat hukum, remisi dan pemebasan bersyarat cuti menjelang bebas      
( Pasal 14 butir h, i, k, l ), Narapidana juga punya hak untuk tidak 
dihilangkan kesempatan dan berhubungan komunikasi dengan masyarakat 
lainnya baik sesama Narapidana maupun masyarakat diluar Narapidana 
yakni melalui hak narapidana untuk dikunjungi keluarga, saudara, teman, 
kesempatan berasimilasi dan berintegrasi dengan masyarakat termasuk cuti 
mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas (pasal 14 butir h, j, l ), serta 
hak lainnya yang menyangkut hak-hak dasar Narapidana tetap dilindungi 
dan dijalankan. 
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Salah satu wujud perlindungan hak asasi Narapidana adalah diberi 
hak kepada Narapidana untuk menyampaikan keluhan ( Pasal 14 butir ). 
Dalam penjelasan Pasal ini dinatakan bahwa : 
“ Yang dimaksud dengan menyampaikan keluhan apabila terhadap 
Narapidana yang bersangkutan terjadi hal asasi dan hak-hak lainnya yang 
timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat 
Lembaga Pemasyaraktan ( LAPAS ) atau sesama penghuni LAPAS, yang 
bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS ”. 
 
 
Oleh karena itu, seseorang Narapidana yang benar-benar merasa 
bahwa telah terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya hak-hak asasinya 
maka ia punya hak untuk menuntut yaitu dengan menyampaikan keluhan 
agar dilakukan tindakan atau ditegakkannya hak asasinya. Keluhan ini dapat 
disampaikan oleh Narapidana langsung kepada Kepala LAPAS ataupun 
kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan yaitu pejabat-pejabat LAPAS dan 
petugas LAPAS dan para pajabat lainnya yang terkait ( Pasal 45 UU No. 12 
Tahun 1995 ). 
 Ketentuan mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi Narapidana 
dapat juga dilihat berdasarkan asas-asas yang ditetapkan dalam pola 
pembinaan dengan system pembinaan pemasyarakatan yaitu : 
a. Asas pengayoman yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap Warga 
Binaan Pemasyarakatan ( dalam hal ini Narapidana ), selain melindungi 
masyarakat juga memberikan bekal hidup bagi Narapidana. Oleh Karena 
itu Narapidana diberi bekal berupa ketrampilan, pendidikan, pembinaan 
jasmani, rohani, dan keagamaan selama menjalani pemasyarakatan; 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan terhadap semua Narapidana tanpa 
dibeda-bedakan satu dengan lainnya. 
c. Pendidikan dan pembimbingan yang berdasarkan Pancasila yaitu dengan 
penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan dan keagamaan; 
d. Penghormatan harkat dan martabat manusia / Narapidana yakni sebagai 
orang yang tersesat Narapidana tetap diperlakukan sebagai Manusia; 
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Oleh 
karena itu seseorang Narapidana hanya kehilangan kemerdekaan  
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bergerak ), jadi hak-hak perdatanya, seperti perawatan kesehatan, makan 
dan minum, pakaian, olah raga, rekreasi, istirahat dan hak untuk tidak 
disiksa / dianiaya tetap dilindungi dan dipenuhi; 
f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu. Hal ini dilaksanakan dengan tetap mendekatkan dan 
memperkenalkan Narapidana dengan masyarakat dan tidak diasingkan 
dari masyarakat melalui kunjungan, hiburan kedalam LAPAS oleh 
masyarakat di luar LAPAS serta kesempatan untuk berkumpul bersama 
keluarga dan sahabat ( Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 serta 
penjelasannya ). 
 
Indonesia adalah Negara Hukum dimana segala tindakan-tindakan 
pemerintah dan lembaga-lembaganya didasarkan atas hukum yang berlaku, 
dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tanggung jawab 
terhadap perwujudan Indonesia sebagai Negara Hukum tidak hanya 
melibatkan penyelenggaraan Negara tetapi juga melibatkan warganegara. 
Sebagai suatu Negara yang sedang berkembang, pembangunan di segala 
bidang termasuk diantaranya bidang hukum mendapatkan prioritas agar 
tercapai sesuai dengan tujuan nasional bangsa. Tujuan nasional itu sendiri 
adalah terciptanya suatu kondisi masyarakat yang adil, makmur dan 
sejahtera lahir batin dalam suasana kehidupan bangsa yang tertib dan damai 
berdasarkan tatanan nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
Pada prakteknya, upaya mencapai tujuan tersebut memiliki beberapa 
permasalahan yang menghadang misalnya seperti berkembangnya 
kriminalitas yang mengganggu ketertiban masyarakat dan merugikan 
kepentingan sosial. Kejahatan menyangkut dan bisa mengancam segala 
aspek kehidupan, terutama aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan. Di Negara yang sedang membangun, justru 
kejahatan akan cenderung bertambah baik kualitasnya maupun kuantitasnya. 
( Abdulsyani, 1987 : 12-127 ). 
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Lebih lanjut Abdulsyani mengemukakan beberapa pendekatan untuk 
merumuskan latar belakang timbulnya kriminalitas, yaitu: 
1. Pendekatan Biologis, yaitu pendekatan yang dipergunakan dalam 
kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan 
berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis. 
2. Pendekatan Psikologis, yaitu pendekatan yang dipergunakan oleh 
kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan 
berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan jiwa 
yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan. 
3. Pendekatan Psikologis, yaitu pendekatan yang dipergunakan oleh 
kriminologi dalam menjelaskan sebab-musabab atau sumber timbulnya 
kejahatan sosial yang ada di dalam masyarakat termasuk unsur-unsur 
kebudayaan. 
 
Upaya perbaikan perilaku kejahatan dilakukan dengan mengubah 
cara-cara penyiksaan dan isolasi sebagai ganjaran atau penebus kesalahan ke 
arah suatu sistem pembinaan dan pendidikan serta penyadaran sehingga 
kejahatan tidak terulang lagi.  
Tidak terulang disini bukan semata-mata karena takut akan siksaan 
atau hukuman namun karena telah menyadari bahwa perbuatan yang 
dilakukannya tidak terpuji dan merugikan orang lain. 
Pidana penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang 
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana 
dapat dikenakan pada nyawa, badan atau harta seseorang. Jenis-jenis pidana 
yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah : 





2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu. 
b. Perampasan barang-barang tertentu. 
c. Pengumuman putusan hakim. 
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Salah satu jenis pidana yang dijatuhkan kepada orang yang 
melakukan kejahatan adalah pidana penjara. Menurut Andi Hamzah             
“ pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kebebasan 
dan kemerdekaan ”. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, pidana 
penjara bukanlah semata-mata untuk memberikan kesengsaraan dan 
kehilangan kebebasan atau kemerdekaan tetapi telah dikembangkan menjadi 
tempat untuk membina narapidana dengan mencantumkan sistem 
pemasyarakatan   ( Andi Hamzah, 1986 : 27 ). 
Ada sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, 
sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita ( 1982 : 13 ) yaitu : 
1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal 
hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. 
2) Penjatuhan pidana bukanlah tindakan pembalasan dendam dari Negara. 
3) Rasa tobat tidaklah dapoat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan 
bimbingan. 
4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau 
lebih jahat daripada sebelum amsuk lembaga. 
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan 
kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 
6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh berasifat 
mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau 
Negara saja. 
7) Bimbingan dan didikan harus didasarkan Pancasila 
8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 
meskipun telah tersesat. 
9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 
10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru, sesuai 
dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan 
memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke 
tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. 
 
Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan, jelas bahwa 
pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya 
menerima tujuan penghukuman yang bersifat rehabilitatif-reformatif. 
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Dengan berpegang pada prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut, maka 
diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan yang utama yaitu 
mencegah pengulangan pelanggaran hukum, aktif produktif serta berguna 
bagi masyarakat dan mampu hidup bahagia di dunia dan di akhirat ( Romli 
Atmasasmita, 1982 : 12-14 ).  
 
Melihat sistem pemasyarakatan yang ada maka pembinaan terhadap 
narapidana khususnya yang menyangkut masalah kehidupan dalam lembaga 
pemasyarakatan misalnya dalam peredaran uang. Peredaran dan penggunaan 
uang tunai narapidana / tahanan secara langsung di Lapas / Rutan / Cabrutan 
pada prinsipnya merupakan larangan. Mengingat bahwa pemilikan, 
peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung akan memberikan 
dampak pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta hubungan 
yang kolutif di Lapas / Rutan / Cabrutan. Keluarnya Surat Edaran Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 
E.PR.06.0!-70 tentang Bebas Peredaran Uang ( BPU ) berdasarkan evaluasi 
Dirjen Pemasyarakatan di Lapas / Rutan / Cabrutan ditemukan bahwa fungsi 
register D ( buku untuk mendaftar barang-barang berharga narapidana 
seperti uang dan perhiasan ) ternyata tidak optimal dan disinyalir terjadi 
pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung pada 
sejumlah Lapas / Rutan / Cabrutan di Indonesia. 
Implementasi dari kebijakan mengenai Bebas Peredaran Uang           
( BPU ) tidak terlepas dari kendala-kendala yang ditemui. Perbedaan standar 
yang dipakai dan pola-pola kebutuhan di tiap-tiap Lapas / Rutan / Cabrutan 
yang berbeda-beda. Hambatan-hambatan yang dihadapi tentu bukanlah 
persoalan yang mudah karena hambatan tersebut berasal dari interen 
Lembaga pemasyarakatan maupun dari pihak narapidana sendiri. 
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Dari data yang ada sebagian besar  Lembaga Pemasyarakatan dan 
Rumah Tahanan “ belum “ dapat melaksanakan Bebas Peredaran Uang         
( BPU ) dengan berbagai hambatan dan kendala teknis.   
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 
tentang implementasi dari surat edaran mengenai bebas peredaran uang 
tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik, kendala-kendala yang dihadapi 
dan tentu saja standar operasi seperti apa yang dipergunakan. Akan tetapi 
mengingat jumlah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di 
wilayah Kantor Departemen Kehakiman Dan HAM  sebanyak  41 buah, 
maka penulis membatasi lokasi penelitian dengan mengambil sample di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang, LP Klas II Sragen dan LP Klas 
II B Klaten, sedangkan Rutan Klas I Surakarta, Rutan Klas II A Pekalongan 
dan Rutan Klas II B Jepara. Lokasi tersebut dianggap mewakili LP dan 
Rutan yang ada di wilayah Kantor Departemen Hukum Dan HAM Jawa 
Tengah. Selanjutnya penulis menuangkan ke dalam sebuah penulisan tesis 
dengan judul: “Implementasi Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. 
E.PR.06.10-70 Tentang Bebas Peredaran Uang ( BPU ) Di Lembaga 
Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Wilayah Departemen Hukum Dan 
Hak Azasi Manusia Jawa Tengah “. 
 
B. Perumusan Masalah 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang 
penulis angkat maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
“ Mengapa Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor E.PR.06.10-70 
Tentang Bebas Peredaran Uang ( BPU) belum dapat di Implementasikan 
Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Wilayah 
Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia  Jawa Tengah  ? ”  
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai  
berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab belum 
dapat diimplementasikannya sepenuhnya Bebas Peredaran Uang       
( BPU ) sesuai dengan  Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No 
E.PR.06.10-70 di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan 
Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Jawa Tengah. 
b. Untuk mengetahui substansi apa saja yang diperlukan dan 
dipergunakan dalam pelaksanaan kebijakan Bebas Peredaran Uang 
di Lapas dan Rutan dalam wilayah Departemen Hukum dan HAM 
Jawa Tengah. 
 
2. Tujuan Subyektif  
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman 
penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima 
selama menempuh pendidikan untuk mengatasi masalah hukum yang 
terjadi di masyarakat. 
b. Untuk memperoleh data yang lengkap guna penulisan tesis sebagai 
syarat untuk menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum pada 
Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya 
dan ilmu hukum pada khususnya. 
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b. Dapat menambah khasanah bahan ajar hukum pidana. 
c. Dapat memperkaya koleksi kepustakaan Ilmu Hukum pada Program 
Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan ilmu 
hukum khususnya hukum pidana. 
b. Memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berwenang dalam 
mengambil kebijakan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Bebas 




KAJIAN   TEORI 
 
A.  Kerangka Teori  
Dalam pengertian kejahatan dikaitkan pula sanksi pidana. Maka 
disini perlu dikemukakan sedikit tentang pidana itu.secara tradisional pidana 
didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang 
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja 
agar dirasakan sebagai nestapa. 
Pidana adalah sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat 
negatif. Pidana dapat menimbulkan derita atau nestapa. Tujuan daripada 
pemberian sanksi tersebut adalah agar pelaku jera, dengan begitu seseorang 
akan ngeri jika melakukan perbutan seperti ini lagi. ( Andi Hamzah dan Siti 
Rahayu, 1983 : 21 ). 
Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi 
yang negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka 
hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. ( Martiman 
Prodjohamodjoyo, 1996 : 57 ). Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana 
adalah reaksi atas delik, dan ini berujut suatu nestapa yang dengan sengaja 
ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut. ( Martiman 
Prodjohamidjoyo, 1996 : 57 ). Simons mengatakan pidana adalah suatu 
penderitaan yang oleh undang-undang telah diakibatkan dengan pelanggaran 
terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan 
bagi seseorang yang bersalah ( Martiman  Prodjohamidjoyo, 1996 : 57 ). 
Pemberian nestapa atau penderitan yang sengaja dikenakan pada 
seorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu 
menjadi jera. Jika penjara sengaja mengenakan penderitan dalam 
mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi dalam 
 29 
pidana hukum inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum 
yang lainnya. Ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai 
sarana terakhir apabila sanksi atau upaya hukum yang lain sudah tidak 
mampu lagi. Tapi pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk 
memberikan penderitan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi lain 
juga membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana 
mestinya.  
Dengan demikian pidana ini mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai 
berikut : 
1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 
2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan ( oleh yang berwenang ). 
3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 
pidana menurut undang-undang. 
 
1. Teori Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan  
Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang 
mendasari pemindanaan. Teori-teori ini berkembang seiring dengan 
pertumbuhan pemikiran dan budaya manusia yang semakin maju yaitu 
dalam hal semakin diperhatikannya nilai-nilai kemanusiaan. 
a. Teori Absolut atau Mutlak 
Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti 
pidana tidak boleh tidak, tanpa adanya tawar menawar. Pidana 
merupakan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan 
seseorang. Disini tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin 
timbul dengan dijatuhkannya pudana, pidana merupakan hal yang 
mutlak. 
 30 
Ciri-ciri yang melekat pada teori absolut, yaitu: 
1) Tujuan pidana yang diberikan hanyalah semata-mata untuk 
pembalasan. 
2) Pembalasan adalah tujuan yang utama dengan didalamnya tidak 
disertai pertimbangan-pertimbangan lainnya, seperti rasa 
kemanusiaan misalnya. 
3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat yang diberikan pidana. 
4) Pidana yang diberikna haruslah disesuaikn dengan jenis 
pelanggaran. 
5) Sifat pidana yang berorientasi ke belakang dengan tidak 
sedikitpun mempertimbangkan masa depan melalui pembinaan 
untuk mengembalikan pelaku tindak kejahatan ke masyarakat. 
 
b. Teori Relatif 
Teori ini menyebutkan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak 
harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya 
suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya 
suatu pidana bagi si penjahat sendiri tetapi juga bagi masyarakat. 
Teori ini dimaksud agar dimasa yang akan dating orang yang 
melakukan kejahatan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya 
tersebut. 
Ciri-ciri yang melekat pada teori relatif adalah sebagai 
berikut : 
1) Tujuan pemindanaan terjadi tindak kejahatan 
2) Pencegahan kejahtan dengan pemberian pidana bukanlah 
merupakan tujuan akhir. Tapi merupakan media untuk tujuan 
yang lebiah luas lagi. Yaitu terciptanya masyarakat sejahtera. 
3) Pemindanaan haruslah ditetapkan sebagai tujuannya untuk 
mencegahnya terjadinya kejahatan. 
4) Yang terakhir adalh sifatnya yang lebih luas berorientasi ke 
muka. Artinya pidana haruslah mengandung pencegahan dengan 





c.   Teori Gabungan  
Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori 
relatif. Dengan memberikan pidana kepada orang yang melakukan 
tindak pidana diharapkan dapat menegakkan keadilan dan dapat 
menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat ( Andi Hamzah dan 
Siti Rahayu, 1983 : 24 ). 
Selanjutnya pengertian narapidana adalah seseorang 
berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum 
tetap dinyatakan bersalah. Narapidana juga sebagai terpidana yang 
menjalani pidana hilang kemerdekaan ditempat pemasyarakatan           
( UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 7 ) Dalam Istilah lain, 
narapidana juga disebut tuna warga, yaitu kata pencakup bagi 
mereka yang dijatuhi pidana dan mereka yang dikenakan tindakan 
oleh hakim ( Soejono Dirdjoosisworo, 1984 : 235 ). 
Menurut Bambang Purnomo Narapidana adalah seorang 
anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama 
waktu tertentu dan diproses dalam lingkungan tempat-tempat 
tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan.  
Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia 
anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap Hukum. Dengan 
demikian antara narapidana dan petugas negara yang bersangkutan 
merupakan hubungan antar orang berhadapan dengan orang dalam 
sifatnya sebagai manusia.  
Narapidana sebagai manusia yang harus dihormati hak-hak 
dan kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalam 
masyarakat yang hendak kita bangkitkan selama masa pembinaan     
( Bambang Purnomo, 1985 : 180 ).  
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Narapidana juga disebut sebagai seseorang yang dipidana 
kemerdekaan serta menjalankan pidananya dalam lingkungan 
tertentu dan terbatas yang membawa akibat bermacam-macam derita 
yang ingin dihindarinya dengan pelarian baik fisik maupun mental               
( Bambang Poernomo 1984 : 6 )  
 Dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (6) 
disebutkan hak-hak narapidana adalah sebagai berikut :  
1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 
2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani.  
3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.  
4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak  
5) Menyampaikan keluhan.  
6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang.  
7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 
dilakukannya.  
8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang 
tertentu lainnya.  
9) Mendapatkan pengurangan masa pidana. 
10) Mendapatkan kesempatan ber asimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga.  
11) Mendapatkan kebebasan bersyarat.  
12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.  
13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Lebih lanjut Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang dimaksud adalah sebagai 
berikut : Pembinaan adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna 
warga dengan maksud secara langsung ( minimal ) menghindarkan 
peluangan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan 
peraturan lainnya. Proses pembinaan merupakan pengantaran pada 
proses pembinaan sesunggunhnya telah dilakukan oleh hakim yang 
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dalam hal ini adalah sebagai wakil dari masyarakat pada umumnya, telah 
menentukan sifat dan lamanya proses pembinaan ( Bambang Poernomo, 
1999 : 6 ). 
Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu 
sistem maka pembinaan narapidanan mempunyai beberapa komponen 
yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan, sedikitnya 
ada tiga belas komponen yaitu : 
1) Falsafah. 
2) Dasar hukum. 
3) Tujuan. 
4) Pendekatan sistem. 
5) Klasifikasi. 
6) Pendekatan Klasifikasi. 
7) Perilaku terhadap narapidana.  
8) Orientasi pembinaan. 
9) Remisi. 
10) Bentuk bangunan.  
11) Narapidana. 
12) Keluarga Narapidana. 
13) Pembina / pemerintah. 
 
Sedangkan empat komponen penting dalam pembinaan 
narapidana yaitu : 
1) Diri sendiri yaitu narapidana itu sendiri. 
2) Keluarga adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat. 
3) Masyarakat adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana 
pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan. 
4) Petugas dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas 
keagamaaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan 
lain sebagainya. 
 
Pembinaan terhadap narapidanan tidak hanya dilakukan di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan yaitu berupa pidana bersyarat, bimbingan 




Tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah : 
1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan 
tindak pidana. 
2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 
membangun bangsa dan negaranya. 
3) Mampu memdekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.  
 
Pembinaan narapidana merupakan pembinaan yang terus 
menerus sejak narapidana masuk kedalam Lembaga, karena sistem  
pemasyarakatan merupakan suatau proses pembinaan terpidana sebagai 
makhluk Tuhan, individu dan sebagai anggota masyarakat sekaligus, 
dalam membina terpidana dikembangakan hidup kejiwaan 
jasmaniahnya, serta kemasyarakatannya. Untuk berhasilnya pembinaan 
narapidana diperlukan perlengkapan-perlengkapan terutama bermacam-
macam Lembaga yang sesuai dengan tingkatan pembangunan semua 
segi kehidupan dan tenaga-tenaga Pembinaan yang cukup penuh rasa 
pengabdian ( Soedjono Dirdjosisworo, 1984 : 200 ). 
Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana tidak hanya 
dilakukan dalam satu lembaga saja tapi juga dilakukan di luar lembaga 
yang dapat mendukung dalam proses pembinaan. Pada dasarnya dalam 
membina narapidanan kita mengenal dua tempat yaitu pertama di 
Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dan yang kedua di 
luar Lembaga Pemasyarakatan / di luar Rumah Tahanan Negara. 
1) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. 
Narapidana yang menjalani pidana di Lembaga 
Pemasyarakatan pada dasarnya selama menjalani pidana telah 
kehilangan kebebasan untuk bergerak artinya narapidana yang 
bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam Lembaga 
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Pemasyarakatan saja, kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak 
telah dirampas untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur 
hidup. Namun dalam kenyataannya bukan hanya kemerdekaan 
bergerak saja yang hilang tetapi juga kemerdekaan yang lain ikut 
terampas. 
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dalam rangka 
mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien agar 
narapidana dapat mengenal diri sendiri, usaha itu salah satunya 
adalah pembagian Lembaga Pemasyarakatan menurut usia. Lembaga 
Pemasyarakatan khusus pemuda dan Lembaga Pemasyarakatan 
berdasarkan jenis kelamin, serta Lembaga Pemasyarakatan dibagi 
berdasarkan kapasitasnya yaitu LAPAS kelas I, II, III. Masih kaitan 
dalam upaya melaksanakan pembinaan telah dipisahkan menurut 
tugasnya antara Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 
Negara.   
2) Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. 
Berbagai bentuk pembinaan narapidanan di luar Lembaga 
Pemasyarakatan dikembangkan sebagai alternative pilihan setelah 
seseorang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan telah 
memenuhi syarat untuk menjalani pembinaan di luar Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Berbagai bentuk pembinaan di luar Lembaga 
Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan maupun masih dalam 
gagasan ide oleh pemerintah adalah sebagai berikut : 
a)   Pembinaan dalam keluarga narapidana; 
b)   Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan terbuka ; 
c)   Bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan;  
d)   Pidana waktu luang; 
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e)   Rumah transisi. 
 
Adapun Pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang No. 12 
tahun 1995, pada saat ini Indonesia menggunakan sistem 
pemasyarakatan sebagai pembaharuan sistem kepenjaraan, karena dalam 
sistem kepenjaran lebih ditekankan terhadap pengasingan narapidana 
dari pergaulan masyarakat agar narapidana menjadi jera dan tidak 
melanggar hukum lagi. Sedangkan pembinaan narapidana dengan sistem 
pemasyarakatan sebagai misi kemanusiaan dan pekerjaan yang besar 
karena disamping melindungi masyarakat juga adanya pengayoman 
terhadap narapidana sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna. 
Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama 
pemasyarakatan mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi 
Dinas Kepenjaran di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964. 
Sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana 
dari sistem kepenjaran ke sistem pemasyarakatan. Sebelumnya Sahardjo 
terlebih dahulu mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan 
narapidana itu dalam pidato pengukuhannya sebagai Doktor Honoris 
Causa di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963. 
Gagasan Sahardjo kemudian dirumuskan dalam koferensi Dinas 
Kepenjaran di Lembang Bandung sebagai sepuluh prinsip pembinasaan 
dan bimbingan bagi narapidana. 
Prinsip-prinsip untuk bimbingan pembinaan adalah sebagai 
berikut : 
1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya 
bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam 
masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata 
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal 
hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih 
penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang 
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mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif 
untuk menjdi warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan 
berguna dalam pembangunan Negara. 
2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara. 
Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa 
tindakan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya 
derita hanya dihilangkan kemerdekaan. 
3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan 
dengan bimbingan. Kepada narapidana harusditanamkan pengertian 
mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan 
kesempatan untuk merenungkan perbuatan yang lampau. Narapidana 
dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk 
menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan. 
4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau 
lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga, karena itu harus 
diadakan pemisahan antara lain: 
(a) Yang residivis dan yang bukan. 
(b) Yang telah melakukan tidakan pidana yang berat dan yang 
ringan. 
(c) Macam tindak pidana yang diperbuat. 
(d) Dewasa, muda dan anak nakal. 
(e) Orang terpidana dan orang tahanan. 
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus 
dikenalkan kapada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. Mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam 
arti cultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-
tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses 
pemasyarakatan. 
6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 
mengisi waktu atau hanya hanya diperuntukkan bagi kepentingan 
Lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan 
untuk membangun Negara. 
7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. Kepada 
narpidana harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk 
melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa 
toleransi, jiwa kekeluargaan, jiwa bermusyawarah untuk mufakat 
yang positif. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi 
kepentingan umum. 
8) Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia 
meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada 
narapidana bahwa ia itu penjahat. Narapidana harus selalu merasa 
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bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan 
dengan itu petugas kemasyarakatan tidak bersikap maupun memaki 
kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya. 
9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Perlu 
diusulkan agar narapidana mendapatkan mata pencahariaan untuk 
keluarganya dengan jalan menyediakan / memberikan pekerjaan 
dengan upah, bagi pemuda dan anak-anak disediakan Lembaga 
pendidikan yang diperlukan. 
10) Perlu didirikan Lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang baru yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan 
memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah kota ke 
tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan 
( Muladi, 1992 : 107 ). 
 
Dalam proses itu terdapat tiga pokok pikiran pemasyarakatan yaitu : 
1) Sebagai suatu tujuan, 
2) Sistem proses, dan 
3) Metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia ( Poernomo, 
1986 : 142 ). 
 
Pemasyarakatan merupakan seperangkat pelaksanaan melalui 
interaksi lingkungan yang ada di sekitarnya, proses pelaksanaan 
tergantung pada fungsi organisasi manajemen petugas pelaksana pidana 
penjara yang tersusun dengan baik untuk menghadapi posisi lingkungan 
yang ada dalam masyarakat. 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan 
cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan  
dalam tata peradilan pidana. 
Pengertian menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah : Sistem 
adalah sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayan dan sebagainya 
yang disusun dan diatur secara baik ( W.J.S. Poerwadarminta, 1982 : 
955 ). 
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Sistem pemasyarakatan adalah suatau tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 
Pancasila yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki 
diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali 
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 
jawab. 
Pemasyarakatan berarti kebijakan dalam perilaku terhadap 
narapidana yang bersifat mengayomimasyarakat dari gangguan 
kejahatan sesat jalan dan memberikan bekal hidup bagi narapidana 
setelah kembali ke dalam masyarakat ( Soedjono Dirdjosisworo, 1984 : 
199 ). 
Lembaga pemasyarakatann adalah merupakan suatau proses 
pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah 
bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk individu, 
makhluk Tuhan dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. ( A. Widia 
Gunakarya, 1998 : 55 ). 
Kegiatan kemasyarakatan adalah cara pelaksanaan pidana 
penjara berupa sistem proses yang melibatkan hubungan antara 
komponen masyarakat dan komponen petugas hukum yang 
menyelenggarakan proses pembinaan terhadap komponen narapidana. 
Kemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang 
dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan. Maka istilah penjara diubah menjadi 
Lembaga Pemasyarakatan.  
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Terwujudnya pembinaan melalui sistem pemasyarakatan 
dimungkinkan oleh asas-asaspancasila dan semangat pengayoman yang 
menjiwai sistem peradilan di Indonesia. Dalam sistem pemasyarakatan 
yang diayomi itu bukanlah hanya masyarakat tapi mereka juga yang 
terpidana, ditinjau dari segi ini maka dapat pula dikatakan bahwa sistem 
pemasyarakatan juga mempunyai fungsi dalam spektrum kegiatan 
pencegahan tindakan-tindakan kejahatan ( Koesnoen, 1961 : 5 ).  
Secara formal proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan 
narapidana dalam sistem pemasyarakatan diberlakukan pada tahun 1965, 
meniru Surat Edaran No. K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, 
penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini 
meliputi empat tahap yang harus dilaksanakan secara berurutan yaitu : 
 Tahap pertama : Setiap narapidana yang masuk di Lembaga 
Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui hal ikhwal 
dirinya melakukan kejahatan dan segala keterangan mengenai dirinya 
yang dapat diperoleh dari keluarga, si korban dari perbuatannya, serta 
dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. 
 Tahap kedua : Jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan 
telah berlangsung lama-lamanya sepertiga ( 1/3 ) dari masa pidana yang 
sebenarnya dan menurut pendapat dewan Pembinaan Pemasyarakatan 
sudah dicapai cukup kemajuan antara lain menunjukkan keinsyafan, 
disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga-
lembaga maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan 
kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan 
medium security. 
 Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 
setengah ( ½ ) dari masa pidana yang sebenarnya. Dan menurut pembina 
pemasyarakatan telah dicapai kemajuan baik secara fisik maupun mental 
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dan juga segi ketrampilannya maka wadah proses pembinaannya 
diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan 
masyarakat luar, akan tetapi dalam pelaksanannya tetap masih berada di 
bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga. 
 Tahap keempat : Jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga      
( 2/3 ) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 
sembilan ( 9 ) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat 
diberi lepas bersyarat dan pengusulan lepas  bersyarat ini ditetapkan oleh 
Dewan Pembinaan Pemasyarakatan.  
Adapun Peraturan yang melandasi pelaksanaan pembinaan 
narapidana antara lain : 
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( Stbl 1915 No. 732 ). 
2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1985 tentang Pelaksanaan 
KUHAP. 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
7) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 tahun 
1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Pemasyarakatan . 
8) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 tahun 
1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinan Narapidana dan 
Tahanan. 
9) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerja Sama 








Lebih jauh jenis-jenis pidana menurut KUHP, seperti pendapat 
dalam pasal 10, dibagi dalam dua jenis yaitu : 
1) Pidana Pokok 
a) Pidana Mati 
Pidana mati adalah pidana terberat dari semua pidana, sehingga 
hanya diancamkan pula pada kejahatan yang amat berat saja, 
dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan akibatnya jika 
setelah eksekusi pidana mati ini telah dilaksanakan dan 
dikemudian hari ada suatu kekhilafan maka tidak akan bisa 
diperbaiki lagi. Jadi dalam penjatuhan pidana mati terhadap 
seseorang terdakwa hakim terlebih dahulu harus cermat dan 
bijaksana dalam menjatuhkan vonisnya.  
b) Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa keahlian 
kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya 
dalam bentuk pidana penjara tapi juga berupa pengasingan. 
Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara itu minimum 1  
( satu ) hari dan maksimum 15 tahun sampai pidana penjara itu 
seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun pidana 
penjara. 
c) Pidana Kurungan 
Pidana kurungan ada dua yaitu kurungan principal dan kurungan 
subsidair ( pengganti denda ) dalam kurungan principal lamanya 
minimum1 ( satu hari ) dan maksimum 1 ( satu ) tahun. 
Kurungan pengganti denda lamanya minimum 1 ( satu ) hari dan 
maksimum 6 ( enam ) bulan dapat ditambah sampai 8 ( delapan ) 
bulan. Pidana kurungan lebih ringan dibandingkan pidana 
penjara. 
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d) Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada 
pidana penjara, mungkin setua pidana mati. Pidana denda 
terdapat pada setiap masyarakat termasuk masyarakat primitif 
walaupun bentuknya bersifat primitif. 
 
Dalam pelaksanaan pidana denda dipertimbangkan antara 
lain sebagai berikut: 
a) Sistem penempatan jumlah atau besarnya pidana denda. 
b) Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda. 
c) Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin 
terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat 
membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan.  
 
2) Pidana Tambahan 
a) Pencabutan hak-hak tertentu.   
Dalam pencabutan hak-hak ini yang dapat dicabut adalah hak-
hak tertentu saja, artinya orang tidak mungkin akan dijatuhi 
pencabutan semua haknya, karena dengan demikian itu ia tidak 
akan dapat hidup. Hak yang dapat dicabut antara lain hak 
memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak 
memilih dan dipilih. 
b) Perampasan barang-barang tertentu. 
Barang-barang yang dapat dirampas antara lain barang yang 
dipergunakan untuk kejahatan ( corpora delicti ). 
Dan barang-barang yang dengan sengaja dipakai melakukan 
kejahatan ( instrument delicti ). 
c) Pengumuman Putusan Hakim 
Setiap putusan hakim, memang harus diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum ( Pasal 195 KUHP ) yang 
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bila tidak maka putusan itu batal demi hukum. Pidana putusan 
hakim adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan 
pemindanaan seseorang dari pengadilan pidana. Pelaksanaan 
dapat melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan 
pemgumuman melalui radio atau televisi yang pembiayaannya 
diberikan pada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan 
demikian adalah ditunjukkan sebagai usaha preventif, mencegah 
bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana 
yang sering dilakukan orang. 
 
2.  Tinjauan Tentang Bebas Peredaran Uang ( BPU ) 
Sebagaimana dimaklumi bahwa fungsi dari Register D { buku 
untuk mendaftar barang-barang berhrga narapidan ( uang dan    
perhiasan ) }dalam Pembinaan narapidana sebagaimana tercantum 
dalam Surat Edaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 
Direktoral Jendaral Pemasyarakatan adalah mengkontrol pemilikan, 
peredaran dan penggunaan unag tunai narapidana / tahanan secara 
langsung di Lapas / Rutan / Cabrutan yang pada prinsipnya merupakan 
larangan mengingat bahwa pemilikan, peredaran dan penggunaan uang 
tunai secara langsung dimaksudkan memberi dampak pada terjadinya 
gangguan keamanan dan ketertiban serta hubungan kolutif di Lapas / 
Rutan / Cabrutan. 
Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan di Lapas / Rutan / Cabrutan ditemukan bahwa fungsi 
Register D ternyata tidak optimal dan disinyalir terjadinya pemilikan, 
peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung pada sejumlah 
Lapas / Rutan / Cabrutan. Dalam rangka kembali memantapkan suasana, 
situasi dan kondisi kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, 
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tertib dan tentram sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan 
pelayanan / pembinaan di Lapas / Rutan / Cabrutan sebagaimana 
diharapkan, maka perlu dilakukan optimalisasi Register D dengan 
mencanangkan program Lapas / Rutan / Cabrutan Bebas Peredaran Uang 
( BPU ) yang pada dasarnya bukan merupakan program baru namun 
merupakn revitalisasi nilai-nilai dasar yang memang sudah sejak lama  
dilakukan pada Lapas / Rutan / Cabrutan yang dewasa ini cenderung 
melemah. 
Bebas Peredaran Uang adalah keadaan dimana Lapas / Rutan / 
Cabrutan tidak beredar uang tunai dan atau bertransaksi langsung 
dengan uang tunai, melalui pengaturan mekanisme dan tata cara 
peredaran dan penggunaan yang terkendali. 
Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
a. Memerintahkan kepada para Kepala Lapas / Rutan / Cabrutan di 
wilayah saudara untuk mengoptimalkan fungsi Register D dalam 
rangka membatasi dan mengendalikan pemilikan, peredaran dan 
penggunaan uang tunai secara langsung di Lapas / Rutan / Cabrutan 
yang bersangkutan. 
b. Melakukan inventarisasi terus menerus dan melaporkan kepada kami 
Lapas / Rutan / Cabrutan yang telah atau sedang dalam proses 
melakukan program BPU sebagaimana diamanatkan dalam Rapat 
Kerja Teknis Pemasyarakatan Tahun 2004. 
c. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan BPU pada Lapas / Rutan / 
Cabrutan disesuaikan dengan kondisi setempat, namun demikian 
dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan sebagai 
berikut : 
 46 
1) Uang tunai milik narapidana / tahanan harus didaftar 
penyimpanannya dalam Register D. 
2) Alat bukti pembayaran / transaksi dapat diganti dengan kupon 
atau sejenis yang memiliki nilai nominal tertentu. 
3) Jumlah kupon yang boleh dibelanjakan oleh tahanan / narapidana 
dibatasi hanya cukup / wajar untuk memenuhi kebutuhan 
tambahan sehari-hari. 
4) Agar semua transaksi yang dilakukan dapat dikendalikan maka 
harus dicatat dalam buku belanja dan dilakukan melalui kantin 
yang dikelola oleh Lapas / Rutan / Cabrutan. 
 
Disadari bahwa kondisi narapidana / tahanan dewasa ini sangat 
kompleks sejalan dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang 
terjadi di masyarakat, maka program BPU ini akan dilaksanakan secara 
bertahap, cermat dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan 
situasi dan kondisi setempat yang diharapkan diawali dengan sosialisasi 
dan penjelasan seperlunya oleh para Kepala Lapas / Rutan / Cabrutan. 
 
3.   Teori Implementasi  
 Menurut Grindle ( dalam Solichin Abdul Wahab, 2004 : 59 ) 
mengatakan bahwa :  
” Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut 
paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke 
dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih 
dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang 
memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlalu 
salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang 
penting dari keseluruhan proses kebijakan ”.  
 Menurut Solichin Wahab ( 2004 : 59 ) dengan tegas mengatakan 
bahwa : ” the execution of people is as important if not more important if 
not more important than policy-making. Policies will remain dreams or 
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blue prints file jackets unless they are implemented ”, maksudnya bahwa 
pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin 
jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan 
akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi 
dalam arsip kalau tidak di implementasikan. 
 Secara jujur dapat dikatakan bahwa kebijakan negara apapun 
sebenarnya mengandung resiko untuk gagal, Hogwood dan Gunn             
( dalam Solichin Abdul Wahab,  2004 : 62 ) telah membagi pengertian 
kegagalan kebijakan ( policy failure ) ini dalam 2 ( dua ) kategori, yaitu 
non implementation ( tidak terimplementasikan ) dan unsuccessfull 
implmentation ( implementasi yang tidak berhasil ). Tidak dapat            
terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak 
dilaksanakan sesuai dengan rencana mungkin karena pihak-pihak yang 
terlibat didalamnya pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau meraka 
telah bekerjasama secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena 
mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau kemungkinan 
permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya sehingga 
betapun gigih usaha meraka hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup 
mereka tanggulangi akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk 
dipenuhi. 
  
Sementara itu implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi 
manakala suatu kebijakan tertentu dilaksanakan sesuai dengan rencana 
namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan          
( misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana 
alam dan sebagainya ), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam 
mewujudkan dampak atau hasil yang dikehendaki. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Solichin Abdul Wahab ( 2004 : 63 ) bahwa biasanya 
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kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor 
sebagai berikut : pelaksanaannya jelek atau bad execution, kebijakannya 
sendiri memang jelek atau bad policy atau kebijakan itu memang 
bernasib jelek atau bad luck. 
Dengan demikian suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat di 
implementasikan secara efektif, maka dinilai oleh para pembuat 
kebijakan sebagai pelaksana yang jelek atau baik pembuat kebijakan 
maupun mereka yang ditugasi untuk melaksanakannya sama-sama 
sepakat bahwa kondisi eksternal benar-benar tidak menguntungkan bagi 
efektifitas implementasi. Dengan kata lain kebijakan itu telah gagal 
karena nasibnya memang jelek. Ada faktor penyebab lainnya, misalnya 
kerap kali para pembuat kebijakan tidak mengungkapkan secara terbuka 
kepada masyarakat, bahwa gagalnya sebuah kebijakan karena 
sebenarnya sejak awal kebijakan tadi memang jelek dalam artian bahwa 
ia telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi 
yang memadai atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak 
realistis ( Solichin A. Wahab, 2004 : 62 ). 
Sebagai pangkal tolak pikir, hendaknya selalu diingat bahwa 
implementasi sebagian besar program pemerintah pasti akan melibatkan 
sejumlah pembuat kebijakan, yang berusaha keras untuk mempengaruhi 
perilaku birokrat-birokrat atau pejabat-pejabat lapangan ( street level 
bureaucrats ) dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu 
kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu aatau lebih 
kelompok sasaran. Dengan kata lain dalam implementasi program 
khususnya yang melibatkan banyak organisasi atau instansi pemerintah 
atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah sebenarnya dapat 
dilihat dari 3 ( tiga ) sudut pandang, yakni : 1) Pemrakarsa kebijakan 
atau pembuat kebijakan ( the center atau pusat ); 2) Pejabat-pejabat 
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pelaksana di lapangan ( the periphery ); dan 3) Aktor-aktor perorangan 
di luar badan-badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan, 
yakni kelompok sasaran atau target group ( Solichin Abdul Wahab, 
2004 : 63 ).  
 Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis 
implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan 
oleh pajabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk 
mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga di tingkat yang lebih 
rendah atau daerah dalam upaya mereka untuk memberikan palayanan 
untuk mengubah perilaku masyarakat atau kelompok sasaran dari 
program yang bersangkutan.  
 Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier ( 1979 ) alam Solichin 
Abdul Wahab ( 2004 : 65 ) menjelaskan bahwa makna implementasi 
adalah : 
” Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau 
dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. ” 
  
Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli tersebut 
dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu 
sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan 
administatif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula 
menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan yang 
langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua 
pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik 
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yang diharapkan ( intended ) maupun yang tidak diharapkan ( spillover / 
negative affects ) 
Lebih lanjut disampaikan juga oleh Mazmanian dan Sabatier 
sebagaimana yang dikutip oleh Solichin A. Wahab ( 2004 : 65 ) bahwa 
implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 
keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut 
mengidentifikasikan. 
Masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan 
atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan 
atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung melalui 
sejumlah tahapan pengesahan undang-undang. Kemudian output 
kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan atau instansi 
pelaksana. Kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut 
dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang 
mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting atau 
upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang 
atau peraturan yang bersangkutan. 
 Memperhatikan pendapat tersebut, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang 
melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk 
manusia, dana, kemampuan swasta baik individu atau kelompok untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat 
kebijakan. Jadi agar implemntasi kebijakan dapat tercapai tujuannya 
serta dapat diwujudkan, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, 
sebaliknya bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan kebijakan 
apabila tidak dirumuskan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan 
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juga tidak dapat diwujudkan. Dengan demikian apabila menghendaki 
suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, maka harus 
dipersiapkan dan direncanakan dengan baik sejak perumusan kebijakan 
publik sampai kepada antisipasi terhadap kebijakan tersebut di 
implmentasikan.  
 
4.   Teori Bekerjanya Hukum 
Untuk  mengukur adanya sistem hukum maka terdapat  asas yang 
dinamakan Principles of Legality  sebagai berikut :  
a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang 
dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar 
keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc; 
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 
c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila 
yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bias dipakai 
untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan 
secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang 
ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang; 
d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bias 
dimengerti; 
e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 
bertentangan satu sama lain; 
f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi 
apa yang dapat dilakukan; 
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan 
sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientas; 
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaannya sehari-hari ( Fuller dalam Esmi Warassih, 2005 :   
24 ).  
 
Teori Stufenbau dari Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu 
peraturan-peraturan hukum ( sudah ) merupakan satu sistem bila semua 
peraturan Hukum merupakan satu susunan kesatuan berdasarkan 
Grundnorm ( Satjipto Rahardjo, 2005 : 50 ).  
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Beberapa alasan untuk mempertanggungjawabkan bahwa Hukum 
itu merupakan satu sistem adalah sebagai berikut :  
a. Suatu sistem bisa disebut demikian karena ia bukan sekedar 
kumpulan peraturan belaka, tetapi harus dikaitkan dengan masalah 
keabsahannya yaitu apabila dikeluarkan oleh sumber ( sumber-
sumber ) yang sama seperti peraturan Hukum yurisprudensi, 
kebiasaan.  
b. Sumber tersebut melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan 
pembuat undang-undang sebagai praktisi penerapan peraturan 
Hukum dan juga sarana-sarana yang dipakai untuk mejalankan 
praktek itu seperti penafsiran / pola penafsiran yang seragam.  
 
Menurut pendapat Hoebel dalam Esmi Warassih ( 2005 : 26 ), 
menyebutkan adanya empat fungsi dasar hukum, yaitu : 
a. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, 
dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang 
diperkenankan dan apa pula yang dilarang. 
b. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang 
boleh melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan 
sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif. 
c. Menyelesaikan sengketa. 
d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri 
dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara 
merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota-anggota 
masyarakat. 
 
Di samping itu, hukum menghendaki agar warga masyarakat 
bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi 
sebagai kontrol sosial. Demikian pula interaksi sosial, yaitu dengan 
memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang 
bersifat umum dan beroperasi secara merata  hampir di seluruh sektor 
kehidupan masyarakat.  
Lebih lanjut dikatakan oleh Parson sebagaimana dikutip oleh 
Esmi Warassih ( 2005 : 27 ), bahwa : “ fungsi utama suatu sistem hukum 
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bersifat integratif, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang 
potensial dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan 
sosial ”. 
Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan 
oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu 
sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu 
menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai 
suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat 
sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang besar, yaitu masyarakat atau 
lingkungannya. 
Pengertian sistem sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, 
antara lain Bertalanffy dan Kennecth Building ( dalam Esmi Warassih, 
2005 : 29 ), ternyata mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap 
hukum, terutama berkaitan dengan aspek : (1) keintegrasian, (2) 
keteraturan, (3) keutuhan, (4) keterorganisasian, (5) keterhubungan 
komponen satu sama lain, dan (6) ketergantungan komponen satu sama 
lain. Selanjutnya Shorde dan Voich menambahkan pula bahwa selain 
syarat sebagaimana tersebut, sistem itu juga harus berorientasi kepada 
tujuan ( Esmi Warassih, 2005 : 30 ). 
Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum, dikemukakan 
antara lain oleh Lawrence Friedman dalam Esmi Warassih ( 2005 : 30 ), 
bahwa hukum itu merupakan gabungan komponen struktur, substansi 
dan kultur : 
a. Komponen  struktur,   yaitu   kelembagaan   yang   diciptakan  oleh   
sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka 
mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini 
dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu 
memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum 
secara teratur. 
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b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, 
berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan 
baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. 
c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman 
disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi 
sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum 
dengan tingkah laku hukum ini hendaknya dibedakan antara internal 
legal culture yaitu kultur hukum para lawyers and judges, dan 
external legal culture yaitu kultur hukum masyarakat luas. 
 
Selain itu menurut pendapat Leon L. Fuller ( dalam  Esmi 
Warassih,  2005 : 31 ) dikatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai 
suatu sistem maka harus dicermati apakah sudah memenuhi 8 ( delapan ) 
asas atau principles of legality berikut ini : 
1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia 
tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat 
ad hoc. 
2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. 
3) Peraturan tidak boleh berlaku surut. 
4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 
5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 
bertentangan satu sama lain. 
6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi 
apa yang dapat dilakukan. 
7) Peraturan tidak boleh sering di ubah-ubah. 
8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaannya sehari-hari. 
 
Bertolak dari rangkaian pembahasan tersebut dapat disimpulkan, 
bahwa pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam 
perumusannya sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem 
norma. Pemahaman ini penting artinya untuk menghindari terjadinya 
kontradiksi atau pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi 
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dengan norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Pemahaman ini 
semakin penting artinya, apabila kita tetap berkeinginan agar keberadaan 
( eksistensi ) hukum sebagai suatu sistem norma mempunyai daya guna 
dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. 
Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, 
maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung 
dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan 
menghambat terealisasikannya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum 
dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam 
masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-
aturan hukum yang berlaku. Dalam hubungan dengan efektivitas hukum 
ini, persyaratan yang diajukan oleh Fuller di dalam penjelasan hukum 
sebagai suatu sistem norma kiranya perlu diperhatikan.  
Selain itu,   Paul  dan  Dias dalam   Esmi  Warassih ( 2001 : 
105-106 ) mengajukan 5 ( lima ) syarat yang harus dipenuhi untuk 
mengefektifkan sistem hukum, yaitu : 
1) mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan 
dipahami; 
2) luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi 
aturan-aturan hukum yang bersangkutan. 
3) efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum; 
4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah 
dijangkau  dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan 
juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. 
5) adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga 
masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu 
memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif. 
 
Tentang berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu 
berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum 
dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum 
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secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi 
efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu 
strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu 
perbandingan antara realistas hukum dan ideal hukum, secara khusus 
terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan ( law in action ) dengan 
hukum dalam teori ( law in theory ), atau dengan perkataan lain, 
kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara law ini book dan law in 
action  ( Satjipto Raharjo, 2000 : 19 ). 
Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu 
dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku 
yang sesuai dengan ideal hukum. Dengan demikian apabila diketemukan 
perilaku yang tidak sesuai dengan ( ideal ) hukum, yaitu tidak sesuai 
dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim    
( case law ), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal 
hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingat bahwa perilaku 
hukum itu  terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja 
bila ditemukan perilaku yag tidak sesuai dengan hukum berarti ada 
faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai 
dengan hukum. 
Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan 
sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata 
uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu 
ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat 
diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama 
seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga 
dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan 
sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam 
masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini 
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didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah 
kehidupan menjadi tertib ( Satjipto Rahardjo, 2000 : 13 ). 
Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya 
terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan 
yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian 
ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari 
ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan 
pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam 
masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, 
sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-
hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan 
hukum. 
Menurut Robert B. Seidman dalam Satjipto Rahardjo ( 1980 : 
27 ) dikatakan bahwa bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh 
kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan 
personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang 
diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. 
Dari arah panah-panah sebagaimana yang terlihat pada bagan 1, dapat 
diketahui bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat 
tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak 









Teori bekerjanya hukum dari Robert B. Seidman tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 













Pada Bagan 1 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ( Satjipto 
Rahardjo, 1980 : 27 ) : 
1) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang 
pemegang peranan ( role occupant ) itu diharapkan bertindak. 
2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai 
suatu respons terhadap peraturan baru merupakan fungsi peraturan-
peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari 
lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan 
sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. 






















3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai 
respons terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, 
sanksi-sanksinya. Keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, 
politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan 
balik yang datang dari para pemegang peranan. 
4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak 
merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku 
mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan 
sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka, 
serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi. 
 
Sehubungan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, 
maka faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya adalah sebagai 
berikut :  
1) Pembuatan Hukum. 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan 
bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang 
dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-
beda, jika masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam 
hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, 
maka pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakat. 
Di dalam hubungan dengan masyarakat, pembuatan hukum 
merupakan pencerminan dari model masyarakat. Menurut Chamblis 
dan Seidman, terdapat dua model masyarakat ( Satjipto Rahardjo, 
1980 : 49 ), yaitu  : 
a) Model masyarakat yang didasarkan pada basis kesepakatan akan 
nilai-nilai ( value consensus ). Masyarakat yang demikian itu 
akan sedikit sekali mengenal adanya konflik-konflik atau 
ketegangan di dalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan 
nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya, dengan 
demikian masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum 
hanyalah menetapkan nilai-nilai apakah yang berlaku di dalam 
masyarakat itu. 
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b) Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat 
dilihat sebagai suatu perhubungan yang sebagian warganya 
mengalami tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya. 
Perubahan dan konflik-konflik merupakan kejadian yang umum. 
Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat berada dalam 
situasi konflik satu sama lain, sehingga hal ini juga akan 
tercermin dalam pembuatan hukumnya. 
 
2) Bekerjanya Hukum di Bidang Pengadilan. 
Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan 
dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan 
pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan 
sebagainya. Masalahnya adalah bagaimana mengatur penyelesaian 
sengketa secara tertib berdasarkan prosedur-prosedur formal yang 
telah ditentukan. Keadaannya menjadi agak lain, apabila 
penyelesaian sengketa itu dilihat sebagai fungsi kehidupan sosial.  
Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana 
bekerjanya Pengadilan sebagai suatu pranata yang melayani 
kehidupan sosial. Di dalam kerangka penglihatan ini maka Lembaga 
Pengadilan tidak dilihat sebagai suatu badan yang merupakan 
bagian-bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang 
bekerja di dalam masyarakat tersebut ( Satjipto Rahardjo, 1980 :    
53 ). 
3) Pelaksanaan Hukum ( Hukum sebagai Suatu Proses ). 
Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, 
melainkan hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. 
Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga pelaksanaan 
hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan 
manusia pula. Oleh karena itu masih diperlukan langkah yang 
memungkinkan ketentuan hukum dapat dijalankan. 
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Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan hukum. Kedua, harus ada orang-orang 
yang melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut 
menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan 
peristiwa hukum tersebut ( Satjipto Rahardjo, 1980 : 71 ). 
4) Hukum dan Nilai-nilai di dalam Masyarakat. 
Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan 
merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Di dalam 
kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang disebut sebagai 
norma yang tertinggi atau norma dasar. Norma tersebut merupakan 
norma yang paling menonjol, yang paling kuat bekerjanya atas diri 
anggota-anggota masyarakat. Seperti halnya dengan norma, maka 
nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang 
diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada sesuatu 
hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma itu 
mewakili sesuatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari 
sudut perspektif individual ( Satjipto Rahardjo, 1980 : 78 ). 
 
Menurut Radbruch nilai-nilai dasar dari hukum meliputi 
keadilan, kegunaan ( zweckmaszigkeit ) dan kepastian hukum. Sekalipun 
ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara 
mereka terdapat suatu Spannungsverhaltnis, yaitu sesuatu dapat 
dimengerti, karena ketiga-tiganya berisi tuntunan yang berlain-lainan 
dan yang satu dengan yang lain mengandung potensi untuk 
bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi 
kegunaannya bagi masyarakat ( Satjipto Rahardjo, 2000 : 19 ). 
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5.   Teori Kebijakan Publik 
Prespektif tentang kebijakan publik akan mengarahkan perhatian 
untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan ( policy making process ) 
oleh pemerintah ( government ) atau pemegang kekuasaan dan 
dampaknya terhadap masyarakat ( public ). Thomas R. Dye 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government 
choose to do is or not to do ”. Secara sederhana pengertian kebijakan 
publik dirumuskan sebagai berikut : 
a) Apa yang dilakukan oleh pemerintah ( what government do ? ). 
b)  Mengapa dilakukan tindakan itu ( why government do ? ). 
c) Dan apa terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan 
kenyataan ( what difference it makes ? ) ( Thomas R. Dye dalam 
Esmi Warasih, 2001 : 8 ). 
 
Menurut Richard Rose ( dikutip dari Dunn ) mendefinisikan 
kebijakan publik sebagai rangkaian pilihan yang kurang lebih satu unsur 
dengan unsur lainnya saling berhubungan termasuk keputusan-
keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan-badan pejabat 
pemerintah yang diformulasikan ke dalam isu-isu publik dari masalah 
pertanahan, energi, kesehatan sampai kepada masalah pendidikan, 
kesejahteraan dan kejahatan. 
Sistem kebijakan publik adalah produk manusia yang subjektif 
yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku 
kebijakan sekaligus realitas objektif yang diwujudkan dalam tindakan-
tindakan yang dapat diamati akibat-akibat yang ditimbulkannya, setidak-
tidaknya menyangkut tiga unsur penting yaitu: (1) Pelaku Kebijakan; (2) 




Ketertiban antara hukum dan kebijakan publik akan semakin 
relevan pada saat hukum diimplementasikan. Proses implementasi selalu 
melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda di tiap tempat, karena 
memiliki cirri-ciri struktur sosial yang tidak sama. Demikian pula 
keterlibatan lembaga di dalam proses implementasi selalu akan bekerja 
di dalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal balik 
yang dapat saling mempengaruhi. 
Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga 
pemerintah dalam berbagai jenjang / tingkat, baik propinsi maupun 
tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun masih membutuhkan 
pembentukan kebijakan lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan 
perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut. 
Apabila sarana yang dipilih adalah hukuman sebagai suatu 
proses pembentukan kebijakan publik, maka faktor-faktor non hukum 
akan selalu memberikan pengaruh dalam proses pelaksanaannya. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut diperlukan kebijakan yang meliputi: 
(1) Menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan 
menetapkan tujuan, standar pelaksana, biaya dan waktu yang jelas. 
(2) Melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staf, biaya, 
resources, prosedur dan metode. 
(3) Membuat jadwal pelaksanaan ( time schedule ) dan monitoring utnuk 
menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencana. 
Berangkat dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa 
pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya disertai dengan 
action plan. Di Indonesia untuk dapat melakukan program-program 
pemerintah sebagaimana tercantum dalam GBHN maupun repelita, 
maka perlu dijabarkan lebih konkrit dalam bentuk peraturan 
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perundangan. Gledden mengklasifikasikan kebijakan tersebut menurut 
tinggi rendahnya tingkatan / level, yaitu : 
(1) Kebijakan politis ( political policy ), 
(2) Kebijakan eksekutif ( executive policy ), 
(3) Kebijakan administratif ( administrative policy ), 
(4) Kebijakan teknis atau operasional ( technical or operational policy ) 
( Tjokroamidjojo, 1974 : 115 ). 
 
B. Kerangka Berfikir  
Untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini dapat 
digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi Surat Edaran 
Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM No. E.PR.06.10-70 
tentang Bebas Peredaran Uang ( BPU ) dapat diketahui dengan meneliti 
aspek subtansi pelaksanaan, standarisasi yang dipakai dan hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Objek 
pelaksanaan kebijakan BPU adalah di Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas ) 
dan Rumah Tahanan ( Rutan ). Penghuni Lapas merupakan manusia sebagai 
anggota masyarakat yang telah melanggar hukum dan telah melakukan 
tindak pidana yang oleh pengadilan telah dijatuhi hukuman untuk 
ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan penghuni rutan 
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merupakan manusia yang diduga melanggar hukum dan atau melakukan 
tindak pidana  yang kasusnya masih dalam proses ( belum dijatuhi hukuman 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap ). Sedangkan tindak pidana 
merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana / 
hukuman. Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. 
Pidana memang tidak dapat dihindarkan keberadaannya dalam 
kehidupan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya pemidanaan 
berfungsi sebagai instrumen untuk mendidik narapidana dan bukan lagi 
sebagai alat pembalasan serta pelampiasan dendam. Salah satu jenis pidana 
yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan adalah pidana 
penjara. 
Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan 
kebebasan dan kemerdekaan. Dan sesuai dengan perkembangan jaman, 
pidana penjara bukanlah semata-mata untuk memberikan sengsara dan 
kehilangan kebebasan atau kemerdekaan tetapi telah dikembangkan menjadi 
tempat untuk membina narapidana dengan mencantumkan sistem 
pemasyarakatan. 
Di dalam sistem kepenjaraan, tujuan pemidanaan adalah penjeraan    
( deterrence ). Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat 
menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera 
agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Setelah diundangkannya UU No 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka sistem kepenjaraan diubah 
menjadi sistem pemasyarakatan yang bertujuan mengembalikan bekas 
narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik dan melindungi 
masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat 
karena tidak mendapatkan pekerjaan. 
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Dalam Lembaga Pemasyarakatan beberapa kebijakan diambil untuk 
menjaga keamanan dan ketentraman serta kondusifitas lingkungan Lapas. 
Tidak terkecuali dalam pelaksanaan Surat Edaran Direktorat Jendral 
Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 
E.PR.06.01-70 tentang Bebas Peredaran Uang ( BPU ) dan tentunya sinkron 
dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu tentunya tidak terlepas dari 
karakteristik narapidana. Implementasi surat edaran tersebut pada 
pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada personil di tiap Lapas maupun 
Rutan. Oleh karenanya hambatan-hambatan yang dihadapi juga akan 
berbeda satu sama lainnya. Pada prinsipnya akan diteliti mengenai 
implementasi dari surat edaran pada lembaga pemasyarakatan dan rumah 
tahanan yang ada di Wilayah Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi 


















METODE PENELITIAN  
 
Metode adalah alat untuk mencari jawab. Jadi menggunakan suatu 
metode ( alat ) harus mengetahui dulu apa yang akan dicari ( Soetiono, 2002 :   
1 ). Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara atau jalan untuk 
memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun, 
mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data.  
Sedangkan penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, 
mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang 
dilakukan secara metodologis. Hal ini berarti menggunakan metode-metode 
yang bersifat ilmiah dan sistematis yang sesuai dengan pedoman atau aturan 
yang berlaku untuk suatu karya ilmiah ( Winarno Surachmad, 1990 : 139 ).  
Adapun metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif ( descriptive 
research ) yaitu penelitian untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai 
fenomena atau kejadian sosial ( Sanapiah Faisal, 2001 : 18 ). Jenis penelitian 
ini tidak menguji hipotesis dan dilakukan dengan jalan mendeskripsikan 
sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. 
Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi kegiatan penelitian 
selanjutnya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan dari sudut pandang bentuk penelitian, 
maka penelitian ini termasuk penelitian diagnostik - evaluatif. Sehingga 
penelitian ini dilakukan karena seseorang ingin menilai program-program 
yang dijalankan dan sekaligus mencari penyebab tidak berjalannya program-
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program tersebut.  Dalam hal ini akan menilai implementasi kebijakan 
Bebas Peredaran Uang dalam Lapas dan Rutan yang masuk dalam wilayah 
kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. 
Dalam penelitian ilmu hukum perlu ditentukan metode yang sesuai 
dengan hukum yang diteliti. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pengertian 
hukum adalah : 
a. Hukum adalah asas kebenaran dan keaslian yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal. 
b. Hukum adalah norma-norma di dalam sistem perundang-undangan 
nasional. 
c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan 
tersistematisasi sebagai judge made law 
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis 
sebagai variable sosial yang empirik. 
e. Hukum adalah manisfetasi makna-makna simbolik para pelaku sosial 
sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka ( Soetandyo 
Wignjosoebroto dalam Setiono, 2005 : 20 ).  
 
Dari kelima konsep hukum tersebut diatas, penelitian ini mengambil 
konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku 
sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka  ( pengertian 
hukum kelima ). Hal ini dikarenakan setiap perilaku atau aksi merupakan 
realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris. 
Sehingga penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai makna-makana 
simbolik atau perilaku sosial dapat disebut sebagai penelitian sosial               
( hukum ), empiris, non dokrinal dengan pendekatan interaksional ( mikro) 
serta mempergunakan analisa data kualitatif.  
Dalam penelitian ini melihat dan memaparkan implementasi 
terhadap Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No E.PR.06.10-70 tentang 
Bebas Peredaran Uang pada Lapas dan Rutan dalam Wilayah Kerja 




B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan pada Lapas dan Rutan dalam Wilayah Kerja 
Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 
Adapun yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah pihak-
pihak yang terkait dalam pelaksanaan Bebas Peredaran Uang ( BPU ) di 
Wilayah Kerja Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. 
Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari data-data yang sudah 
tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian, atau buku-buku 
kepustakaan, laporan dan arsip-arsip yang dapat mendukung 
kelengkapan data dalam penelitian ini. 
b. Sumber Data 
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi : 
Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung 
dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara 
kepada pihak yang berwenang terkait dengan pelaksanaan Bebas 
Peredaran Uang ( BPU ) di Rutan dan Lapas dalam Wilayah Kerja 
Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Sumber data primer dalam 
penelitian ini terdiri atas 3 ( tiga ) Kepala LP ( LP Semarang, Klaten, 
Sragen )  dan 3 ( tiga ) Kepala Rutan  ( Surakarta, Pekalongan, Jepara ) 
dan 30 orang Narapidana  ( masing-masing 10 di LP Semarang, Klaten 
dan Sragen ) dan 30 orang Tahanan ( masing-masing 10 di Rutan 
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Surakarta, Pekalongan dan Jepara ).  Penetapan responden menggunakan 
teknik non random sampling berupa purposive sampling. 
Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang dapat 
mendukung data primer. Sumber data primer merupakan pendapat para 
ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalm buku ilmiah dan literatur-
literatur yang mendukung data. Data sekunder dalam bidang hukum       
( dipandang dari sudut pandang pengikatnya ) dibedakan menjadi :  
a. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri atas : 
§ Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang 
Dasar 1945. 
§ Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan 
MPR(S). 
§ Peraturan Perundang-undangan meliputi Undang-undang atau 
Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan 
Menteri, dan Peraturan Daerah. 
§ Bahan hukum yang tidak dikodifikasi misalnya hukum adaptasi. 
§ Yurisprudensi. 
§ Traktat. 
§ Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 
berlaku, misalnya KUHP ( WvS ) dan KUH Perdata ( BW ). 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat memebantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer. Diantaranya adalah : 
§ Rancangan Peraturan Perundang-undangan ( RUU ). 
§ Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP ). 
§ Hasil penelitian hukum. 
§ Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. 
§ Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. 
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c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, 
misalnya : 
§ Kamus-kamus ( hukum ). 
§ Ensiklopedia. 
§ Indeks Kumulatif. 
§ Bibliografi. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah : 
a. Wawancara 
Dalam studi lapangan penulis melakukan wawancara  yaitu 
metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara 
lisan dari seorang responden. Wawancara ini bertujuan untuk 
mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-
pendapat mereka ( Burhan Ashofa, 1996 : 95 ). Secara umum ada dua 
teknik wawancara yaitu wawancara terpimpin ( terstruktur ) dan 
wawancara dengan teknik bebas ( tidak terstruktur ) yang disebut dengan 
wawancara mendalam ( in-depth interviewing ). Dalam wawancara ini 
diharapkan akan diperoleh data-data yang dapat mendukung penelitian.  
Dalam penelitian ini digunakan teknik campuran yang 
menggabungkan antara metode terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini 
dilakukan dengan cara pembuatan pedoman pertanyaan ( interview  
guide ) yang dapat dikembangkan dengan bebas. Sehingga data yang 




b. Studi Kepustakaan 
Dalam studi ini penulis akan menggunakan content identification 
terhadap bahan-bahan hukum yang akan diteliti, yaitu dengan membuat 
lembar dokumen yang berfungsi utnuk mencatat informasi atau data dari 
bahan-bahan hukum berkaitan dengan  masalah penelitain yang telah 
dirumuskan terhadap : 
§ Buku-buku literatur. 
§ Undang-undang No 2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
§ Surat Edaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. E.PR.06.10-70 tentang 
Bebas Peredaran Uang ( BPU ). 
§ Dokumen. 
§ Majalah-majalah hukum pidana. 
 
E. Teknik dan Model Analisis Data 
Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan 
dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan 
penelitian. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
analisa kualitatif. Analisa kualitatif berkaitan dengan persebaran 
pelaksanaan Bebas peredaran Uang ( BPU ) di LAPAS / RUTAN Wilayah 
Kerja Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Analisa kualitatif 
merupakan analisa yang berbentuk naratif dan tidak mementingkan 
banyaknya data akan tetapi detail dan rinciannya.  
Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara 
analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang 
dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, 
yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ( Soerjono Soekanto, 
1988 : 154 ). Penulis akan membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok 
yang akan menjawab permasalahan yang diteliti. 
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Dari jawaban-jawaban yang diperoleh akan diolah menjadi sajian 
data untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Model analisis data yang 
akan digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif     
( interactive model of analisys ). Model analisis ini digambarkan sebagai 
berikut ( HB Sutopo, 1997 : 87 ) : 
Bagan model analisis data interaktif ( Interactive Model of Analysis )  
 
Ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Reduksi Data 
Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung 
secara terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul 
sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap 












b. Penyajian Data  
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
 
c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 
Data-data yang telah diperoleh dan telah tersusun akan memunculkan 
makna-makna dan kesimpulan-kesimpulan sementara. Kesimpulan 
tersebut perlu untuk diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya 
yakni merupakan validitasnya ( Soerjono Soekanto, 1988 : 18-19 ). 
Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. Seorang 
peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan ini selama 
pengumpulan data selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan 
reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa 
waktu penelitiannya. Kemudian komponen-komponen yang diperoleh 
adalah komponen-komponen yang benar-benar mewakili dan sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka 
hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu secara apa adanya sesuai 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Hasil Penelitian  
 
1. Deskripsi Surat Edaran Nomor EPR.06.10-70 Tentang Bebas 
Peredaran Uang (BPU). 
 
Sebagaimana dimaklumi bahwa fungsi dan Register D adalah 
mengontrol pemilikan, peredaran dan pengunaan uang tunai narapidana / 
tahanan secara langsung di Lapas / Rutan / Cabrutan yang pada 
prinsipnya merupakan larangan, mengingat bahwa pemilikan, peredaran 
dan penggunaan uan tunai secara langsung dimaksud memberi dampak 
pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta hubungan 
kolutif di Lapas / Rutan / Cabrutan. 
Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Direktorat Jendral 
Pemasyarakatan di Lapas / Rutan / Cabrutan ditemukan bahwa fungsi 
Register D ternyata tidak optimal dan disinyalir terjadi pemilikan, 
peredaran dan pelikan uang tunai secara langsung pada Lapas / Rutan / 
Cabrutan. 
Dalam rangka kembali memantapkan suasana, situasi dan 
kondisi kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman tertib dan 
tentram sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan pelayanan / 
pembinaan di Lapas / Rutan / Cabrutan sebagaimana diharapkan, maka 
perlu dilakukan optimalisasi Register D dengan mencanangkan program 
Lapas / Rutan / Cabrutan Bebas Peredaran Uang ( BPU ) yang pada 
dasarnya bukan merupakan program baru namun merupakan revitalisasi 
nilai-nilai dasar yang memang sudah sejak lama dilakukan pada Lapas / 
Rutan / Cabrutan yang dewasa ini cenderung melemah. 
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 Bebas Peredaran uang adalah keadaan dimana di Lapas / Rutan / 
Cabrutan tidak beredar uang tunai dan atau bertransaksi langsung 
dengan uang tunai, melalui pengaturan mekanisme dan tata cara 
peredaran dan penggunaannya yang terkendali.  
Sehubungan dengan hal itu, bersama ini kami mohon perhatian 
saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1) Memerintahkan kepada para Kepala Lapas / Rutan / Cabrutan di 
wilayah saudara untuk mengoptimalkan fungsi Register D dalam 
rangka membatasi dan megendalikan pemilikan, peredaran dan 
penggunaan uang tunai secara langsung di Lapas / Rutan / Cabrutan 
yang bersangkutan. 
2) Melakukan inventarisasi terus menerus dan melaporkan kepada kami 
Lapas / Rutan / Cabrutan yang telah atau sedang dalam Proses 
melakukan program BPU sebagaimana diamanatkan dalam rapat 
kerja Teknis Pemasyarakatan Tahun 2004. 
3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan BPU pada Lapas / Rutan / 
Cabrutan disesuaikan dengan kondisi setempat, namun demikian 
dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan sebagi 
berikut :  
a. Uang tunai milik tahanan / narapidana harus didaftar 
penyimpanannya dalam Register D. 
b. Alat bukti pembayaran / transaksi dapat diganti dengan kupon 
atau sejenisnya yang memiliki nominal tertentu. 
c. Jumlah kupon yang boleh dibelanjakan oleh tahanan / narapidana 
dibatasi hanya cukup / wajar untuk memenuhi tambahan sehari-
hari. 
d. Agar semua transaksi yang dilakukan dapat dikendalikan dan 
dipantau maka harus dicatat dalam buku belanja dan dilakukan 
melalui kantin yang dikelola oleh Lapas / Rutan / Cabrutan. 
 
Disadari bahwa kondisi narapidana / tahanan dewasa ini sangat 
kompleks sejalan dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang 
terjadi dimasyarakat, maka program BPU ini akan dilaksanakan secara 
bertahap, cermat dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan 
situasi dan kondisi setempat yang diharapkan diawali dengan sosialisasi 




2.   Deskripsi  Lapas dan Rutan  Di Wilayah Kanwil Kehakiman dan 
HAM  Jawa Tengah. 
 
    TABEL 1 
REKAPITULASI JUMLAH ISI LAPAS / RUTAN 
PADA UPT PEMASYARAKATAN SE JAWA TENGAH 
 
 
ISI LAPAS / RUTAN TAHUN 2007 
MEI JUNI JULI 
NO UPT 
KAP 
NAPI TAH JML NAPI TAH JML NAPI TAH JML 
1 LAPAS SEMARANG  510 419 369 788 461 320 781 461 324 803 
2 LAPAS BATU  500 187 3 190 186 3 189 215 3 218 
3 LP KEMBANG KUNING  500 131 1 132 130 1 131 126 1 127 
4 LAPAS PERMISAN  500 79 0 79 76 0 76 77 0 77 
5 LAPAS PEKALONGAN  1080 546 0 546 648 0 684 707 0 707 
6 LAPAS MAGELANG  500 292 144 436 294 110 404 307 109 416 
7 LAPAS WNT SEMARANG  219 72 24 96 105 21 126 105 21 126 
8 LAPAS BESI  400 260 0 96 257 0 257 285 0 285 
9 LAPAS SRAGEN  400 299 71 260 293 82 375 305 66 371 
10 LAPAS PATI 246 187 76 360 193 65 258 191 72 263 
11 LAPAS PURWOKERTO 228 253 116 263 270 109 379 270 109 379 
12 LAPAS KENDAL  250 164 114 369 172 89 261 168 71 239 
13 LAPAS AMBARAWA 400 147 99 278 147 116 263 132 109 241 
14 LAPAS PLATUNGAN  162 9 0 246 9 0 9 10 0 10 
15 LP ANAK KUTOARJO 116 68 13 9 81 11 92 80 17 97 
16 LAPAS KLATEN 353 84 46 81 85 31 116 101 17 118 
17 LAPAS CILACAP  360 177 163 130 205 158 363 197 153 350 
18 LAPAS TEGAL  250 121 183 340 121 183 304 124 164 288 
19 LAPAS BREBES 256 129 124 304 146 80 226 150 74 224 
20 LAPAS TBK BLEDER 50 8 0 253 11 0 11 9 0 9 
21 RUTAN SURAKARTA 460 158 329 8 174 322 496 202 309 511 
22 RUTAN PEKALONGAN  250 204 292 487 217 314 531 225 299 524 
23 RUTAN REMBANG  365 43 67 496 52 59 111 55 49 104 
24 RUTAN JEPARA  352 73 98 110 79 72 151 77 77 154 
25 RUTAN WONOGIRI 300 58 55 171 56 24 80 58 44 102 





Sumber : Kanwil Departemen Hukum & HAM Propinsi Jawa Tengah, 2007. 
 
Dari jumlah / kapasitas masing masing Lapas dan Rutan yang dipilih 
sebagai responden antara lain sebagai berikut : Lapas Semarang jumlah 
Narapidana sebanyak 803 dari jumlah / kapasitas 510 orang, sehingga 
kelebihan jumlah Narapidana sebanyak  293 orang ( 57 % ) , Lapas 
Purwokerto jumlah Narapidana sebanyak 379 dari jumlah / kapasitas 
228 orang, sehingga kelebihan jumlah Narapidana sebanyak  151 orang  
( 66 % ), Lapas Sragen jumlah Narapidana sebanyak 371 dari jumlah / 
kapasitas 400 orang, sehingga kekurangan  jumlah Narapidana sebanyak  
29 orang ( 7.2 % ),  Rutan Surakarta jumlah Narapidana sebanyak 511 
dari jumlah / kapasitas 460 orang, sehingga kelebihan jumlah 
Narapidana sebanyak 51 orang ( 11 % ), Rutan Pekalongan jumlah 
Narapidana sebanyak 524 dari jumlah / kapasitas 250 orang, sehingga 
kelebihan jumlah Narapidana sebanyak  274 orang ( 109 % ),  Rutan 
Jepara jumlah Narapidana sebanyak 154 dari jumlah / kapasitas 352 
orang, sehingga kekurangan jumlah Narapidana sebanyak 198 orang       
( 56 % ). 





27 RUTAN BANYUMAS 225 84 65 92 92 52 144 92 52 144 
28 RUTAN KEBUMEN  176 90 137 149 96 118 214 99 112 211 
29 RUTAN PURBALINGGA 158 48 36 227 48 42 90 57 50 107 
30 RUTAN PURWOREJO 156 70 175 84 68 137 205 76 136 212 
31 RUTAN KUDUS 150 56 103 245 59 85 144 63 85 148 
32 RUTAN PEMALANG  150 68 83 159 87 77 164 88 77 165 
33 RUTAN PURWODADI 250 58 115 151 105 70 175 102 75 177 
34 RUTAN WONOSOBO 150 45 68 173 61 76 137 62 74 136 
35 RUTAN TEMANGGUNG  145 66 64 113 60 62 122 53 71 124 
36 RUTAN BJR NEGARA 115 65 123 130 87 90 177 85 62 147 
37 RUTAN DEMAK  125 56 47 188 47 38 85 44 47 91 
38 RUTAN BOYOLALI  77 54 53 103 48 66 114 46 51 97 
39 RUTAN BLORA  94 92 49 107 94 56 150 81 58 139 
40 RUTAN TERBUKA NK 50 14 0 14 8 0 8 19 0 19 
41 LAPAS PASIR PUTIH  336 0 0 0 257 0 257 257 0 257 
 JUMLAH  11614 5084 3537 8621 5777 3137 8950 5917 3096 9013 
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TABEL II 
JUMLAH PEGAWAI PADA UPT PEMASYARAKATAN SE JAWA TENGAH 




BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN BERDASAR PEMB. TUGAS BERDSR JNS KEL.  JUMLAH  







LAKI  WNT  
1 LP ANAK KUTOARJO 2 4 49 3 8 1 14 37 53 53 15 88 
2 LP AMBARAWA 1 2 52 4 9 2 14 24 56 56 14 70 
3 LP BATU NK       18 57 122 122 9 131 
4 LP BESI NK  1 2 69 4 17 2 14 19 83 83 2 65 
5 LP KENDAL 3 2 38 3 14  14 17 47 47 1 58 
6 LPKEMBANG KUNING       12 18 70 70 1 71 
7 LP MAGELANG  2 1 72 16 25  14 33 81 81 15 108 
8 LP PATI  9 71 1 11  12 25 75 75 14 92 
9 LP PERMISAN NK 4 3 71 3 18 1 12 20 67 67 2 69 
10 LP PEKALONGAN  3 3 81 5 14 1 14 35 92 92 13 105 
11 LP PMD PLATUNGAN  2 2 8 3 7  14 2 20 20 3 23 
12 LP PURWOKERTO 3 7 85 4 23  14 51 102 102 20 122 
13 LP SEMARANG  4 12 97 12 43 6 16 79 147 147 21 168 
14 LP SRAGEN  7 106 8 15 2 14 74 114 114 23 137 
15 LP WANITA SMG 1 2 39 2 22 2 13 18 8 8 56 64 
16 LP CILACAP  0 3 26 2 29 1 12 28 0 0 0 73 
17 LP TEGAL  2 2 70 4 8 0 12 17 44 44 8 50 
18 LP KLATEN  1 2 72 10 21 1 12 41 83 83 23 108 
19 LP TBK KENDAL 0 1 13 3 4 0 12 2 20 20 1 21 
20 LP TERBUKA NK        11 3 0 0 0 26 
21 LP PASIR PUTIH NK     14  14      
22 LP NARKOTIKA NK             
23 LP BREBES 1    6 2 11 20  8  46 
24 LP SLAWI              
 JUMLAH  30 64 1019 87 308 20 291 613 796 1277 247 1871 
Sumber : Kanwil Departemen Hukum & HAM Jawa Tengah , 2007  
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TABEL III 
JUMLAH PEGAWAI RUTAN 
SE WILAYAH KANTOR DEPARTEMEN KEHAKIMAN & HAM  JAWA TENGAH 
 
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN BERDASAR PEMB. TUGAS BERDSR JNS KEL.  NO UPT 







LAKI  WNT 
JUMLAH  
1 RUTAN BNJ NEGARA  0 0 30 1 13 0 4 20 20 37 7 44 
2 RUTAN BLORA  0 0 0 0 0 0 4 14 24    
3 RUTAN BOYOLALI  3 9 38 1 18 0 4 27 37 52 16 63 
4 RUTAN DEMAK  3 5 34 1 5 0 4 19 25 38 10 48 
5 RUTAN JEPARA 0 8 25 1 4 1 4 15 17 33 4 37 
6 RUTAN KEBUMEN  2 5 82 4 2 1 4 41 50 76 17 95 
7 RUTAN KUDUS 1 5 25 2 6 1 4 19 16 0 0 39 
8 RUTAN PEKALONGAN  1 1 72 1 6 1 5 18 59 72 10 82 
9 RUTAN PEMALANG  1 2 26 1 9 0 4 12 20 32 4 38 
10 RUTAN BANYUMAS  0 3 53 5 4 0 0 0 0 0 0 0 
11 RUTAN PURWOREJO  1 4 62 8 5 1 4 31 43 62 16 75 
12 RUTAN PURWODADI  3 7 28 1 8 0 4 14 28 37 7 44 
13 RUTAN PURBALINGGA 2 2 43 2 15 0 4 33 30 0 0 0 
14 RUTAN REMBANG  0 1 30 0 11 0 4 20 19 30 13 43 
15 RUTAN SALATIGA 2 1 37 2 12 0 4 24 28 47 7 54 
16 RUTAN SURAKARTA 0 4 205 8 41 4 10 82 106 102 36 198 
17 RUTAN TEMANGGUNG  1 2 41 2 9 0 4 22 33 0 0 0 
18 RUTAN WONOGIRI  1 0 57 1 16 1 0 0 0 0 0 0 
19 RUTAN WONOSOBO 0 0 41 3 4 1 4 20 24 38 10 48 
20 RUTAN BATANG              
 JUMLAH  21 89 927 42 186 11 75 432 576 718 187 914 
 
Sumber : Kanwil Departemen Hukum & HAM Jawa Tengah , 2007
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TABEL IV 
DATA JUMLAH PETUGAS 
TINGKAT PENDIDIKAN / JENIS KELAMIN LP / RUTAN YANG DIJADIKAN RESPONDEN 
 
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN BERDASAR PEMB. TUGAS BERDSR JNS KEL.  No  UPT 







LAKI  WNT 
JUMLAH 
1 RUTAN JEPARA 0 8 25 1 4 1 4 15 17 33 4 37 
2 RUTAN PEKALONGAN  1 1 72 1 6 1 5 18 59 72 10 82 
3 RUTAN SURAKARTA 0 4 205 8 41 4 10 82 106 102 36 198 
4 LP SEMARANG  4 12 97 12 43 6 16 79 147 147 21 168 
5 LP SRAGEN  7 106 8 15 2 14 74 114 114 23 137 
6 LP KLATEN  1 2 72 10 21 1 12 41 83 83 23 108 
Smber : Kanwil Departemen Hukum & HAM Jawa Tengah 
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TABEL V 
PERBANDINGAN JUMLAH PETUGAS DAN NARAPIDANA/TAHANAN 
 





     
1 LP ANAK KUTOARJO 88 97 1.1 
2 LP AMBARAWA 70 241 3.4 
3 LP BATU NK 131 218 1.6 
4 LP BESI NK  65 285 4.3 
5 LP KENDAL 58 293 5.0 
6 LPKEMBANG KUNING 71 127 1.7 
7 LP MAGELANG  108 416 3.8 
8 LP PATI 92 263 2.8 
9 LP PERMISAN NK 69 77 1.1 
10 LP PEKALONGAN  105 707 6.7 
11 LP PMD PLATUNGAN  23 10  
12 LP PURWOKERTO 122 379 3.1 
13 LP SEMARANG  168 803 4.7 
14 LP SRAGEN 137 371 2.7 
15 LP WANITA SMG 64 126 1.9 
16 LP CILACAP  73 350 4.7 
17 LP TEGAL  50 288 5.7 
18 LP KLATEN  108 118 1.7 
19 LP TBK KENDAL 21 239 11.3 
20 LP BREBES 46 224 4.8 
21 RUTAN BNJ NEGARA  44 147 3.3 
22 RUTAN BLORA   139  
23 RUTAN BOYOLALI  63 97 1.5 
24 RUTAN DEMAK  48 91 1.8 
25 RUTAN JEPARA 37 154 4.1 
26 RUTAN KEBUMEN  95 211 2.2 
27 RUTAN KUDUS 39 148 3.7 
28 RUTAN PEKALONGAN  82 524 6.3 
29 RUTAN PEMALANG  38 165 4.3 
30 RUTAN BANYUMAS  0 144  
31 RUTAN PURWOREJO  75 212 2.8 
32 RUTAN PURWODADI  44 177 4.02 
33 RUTAN PURBALINGGA 0 107  
34 RUTAN REMBANG  43 104 2.4 
35 RUTAN SALATIGA 54 96 1.7 
36 RUTAN SURAKARTA 198 511 2.5 
37 RUTAN TEMANGGUNG  0 124  
38 RUTAN WONOGIRI  0 102  
39 RUTAN WONOSOBO 48 136 2.8 
40 RUTAN BATANG     
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TABEL VI 
PROSENTASE JUMLAH PEGAWAI LP/RUTAN YANG DITELITI DIBANDING JUMLAH NAPI/ TAHANAN 
 
JUMLAH PEGAWAI JUMLAH PENGHUNI 
JUNI 07 JULI 07 AGUST 2007 







JAGA NAPI TAH NAPI TAH NAPI TAH 
JUMLAH 
RATA2 / BLN 
1 LP KLAS I SEMARANG  
 
16 79 73 18 416 320 461 342 421 369 790 5/1 
2 LP KLS IIA SRAGEN  
 
12 51 74 10 293 82 305 66 282 60 363 4/1 
3 LP KLS. II B KLATEN   
 
12 53 41 10 85 31 201 17 89 23 110 10/1 
4 RUTAN KLS I 
SURAKARTA  
10 106 82 15 174 322 202 309 329 189 500 4/1 
5 RUTAN KLAS II A 
PEKALONGAN  
5 59 18 4 217 314 325 299 192 324 500 120/1 
6 RUTAN KLAS I IB 
JEPARA  
4 17 16 4 79 72 77 72 72 86 150 9/1 
              
Sumber : Analisis peneliti, 2007 
 
Dari tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosentase jumlah pegawai dengan jumlah narapidana / tahanan sebagai 
berikut : LP Semarang jumlah pegawai sebanyak 186 orang, dengan jumlah napi/tahanan sebanyak 790 orang ( 1 : 5 ), LP Sragen 
jumlah pegawai sebanyak 147 orang dengan jumlah napi/tahanan sebanyak 363 orang ( 1 : 4 ), LP Klaten jumlah pegawai sebanyak 
116 orang dibanding jumlah napi/ tahanan sebanyak 110 ( 1 : 10 ), RUTAN Surakarta jumlah pegawai sebanyak 213 orang dibanding 
jumlah napi/tahanan sebanyak 500 orang ( 1 : 3 ), RUTAN Pekalongan jumlah pegawai sebanyak 86 orang dibanding jumlah napi / 
tahanan sebanyak 500 orang ( 6 : 1 ) dan RUTAN Jepara jumlah pegawai sebanyak 41 orang dibanding jumlah napi / tahanan 
sebanyak 150 orang (5:1). 
 Berikut ini hasil wawancara tidak langsung dengan responden dipilih dan 
disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini : 
Pertanyaan no. 1 :  
Menurut Saudara apakah pelaksanaan bebas peredaran uang sangat membantu 
kebutuhan narapidana / tahanan selama dalam LP/RUTAN ? 
Tabel 1 
RESPONDEN PETUGAS LP/RUTAN @ 60 orang  
No. Jawaban Jumlah % 
1 Sangat Membantu 


























 JUMLAH 60 100 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden sebanyak 18.3 % ( LP ) 
dan 11.6 % ( Rutan ) mengatakan sangat membantu, sedangkan 26.6 % ( LP ) dan 
30 % ( Rutan ) tidak membantu narapidana/tahanan. Alasannya penyediaan 
kebutuhan yang diinginkan oleh narapidana / tahanan tidak banyak tersedia di 









Apakah menurut saudara teknis pelaksanan Bebas Peredaran Uang tersebut 
sudah efektif dan efisien ? 
Tabel II 
RESPONDEN PETUGAS LP/RUTAN @ 60 orang  
No. Jawaban Jumlah % 



























 JUMLAH 60 100 
  
 Sebanyak  19 orang petugas LP ( 31.6 % ) dan petugas Rutan ( 35 % ) 
mengatakan tidak efektif / efisien, hal ini disebabkan pelaksanaan BPU dengan 
sistem kupon justru menyulitkan petugas, yaitu terpaksa harus mengambilkan dan 
menukarkan kupon dengan kebutuhan yang bersifat mendadak. Belum lagi jika 
ada keperluan / kebutuhan narapidana / tahanan yang bersifat mendadak, padahal 








 Pertanyaan 3 : 
iii 
Menurut Saudara apakah pelaksanaan Bebas Peredaran Uang tersebut menjadi 
beban tambahan bagi tugas saudara ? 
Tabel III 
RESPONDEN PETUGAS LP/RUTAN @ 60 orang  
No. Jawaban Jumlah % 































 JUMLAH 60 100 
 
Sebanyak 23 orang petugas LP ( 38.3 % ) dan 27 orang petugas Rutan ( 45 % ) 
menyatakan menambah beban bagi tugas pokok mereka. Hal ini disebabkan 
banyaknya tugas pembinaan yang pokok sudah demikian tinggi, masih ditambah 
lagi dengan program BPU. Disamping itu minimnya sumber daya manusia            
( SDM ) yang ada dibandingkan dengan jumlah narapidana / tahanan yang harus 








Pertanyaan 4:  
iv 
Apakah saudara mendapatkan tambahan pendapatan/ penghasilan  dengan 
adanya Bebas Peredaran Uang tersebut ? 
Tabel IV 
RESPONDEN PETUGAS LP/RUTAN @ 60 orang  
No. Jawaban Jumlah % 



























 JUMLAH 60 100 
 
Dari tabel terlihat hanya sebanyak 8 orang petugas LP ( 13.3 % ) dan 12 orang 
petugas Rutan ( 20 % ) yang mendapatkan tambahan penghasilan, hal ini 
dimungkinkan karena mereka ini terlibat langsung dalam program BPU tersebut. 
Sedangkan sisanya tidak mendapatka tambahan pendapatan / insentif, hal yang 









Pertanyaan : 5  
v 
Apakah saudara setuju jika program BPU ini diteruskan/ dilanjutkan dalam 
lembaga saudara ? 
Tabel V 
RESPONDEN PETUGAS LP/RUTAN @ 60 orang  
No. Jawaban Jumlah % 



























 JUMLAH 60 100 
 
Dari tabel diatas sebanyak 11 petugas LP ( 18.3 % ) dan 15 petugas Rutan             
( 25 % ) setuju dilanjutkan tetapi dengan perubahan pola dan mekanisme 
pelaksanaan BPU, antara lain mengganti kupon secara umum dapat berlaku di 
semua lembaga ( LP / Rutan ), mengikut sertakan seluruh komponen SDM yang 
ada, dan meningkatkan  insentif petugas. Sedangkan 19 orang petugas LP              
( 31.6 % ) dan 13 petugas Rutan ( 21.6 % ) tidak setuju dengan alasan bahwa BPU 







Pertanyaan 6 : 
Jika saudara menjawab tidak setuju, apa alasan saudara ? 
vi 
Tabel VI 
RESPONDEN PETUGAS LP/RUTAN @ 60 orang  
No. Jawaban Jumlah % 



























 JUMLAH  60 100 
  
 Dari tabel diatas  program BPU tidak setuju untuk dilanjutkan dengan alasan 
antara lain program BPU sangat membatasi kebutuhan narapidana / tahanan, 
padahal kebutuhan masing-masing penghuni tidaklah sama ( LP 18.3 % dan 
Rutan 31.6 %), sedangkan alasan yang lain adalah terjadi penyimpangan dalm 
pelaksanaannya antara lain adanya pemalsuan kupon, distribusi kupon tidak 









Pertanyaan 7 :  
Apakah pelaksanaan Bebas Peredaran Uang di LP/RUTAN bermanfaat bagi  
kepentingan saudara ? 
vii 
Tabel  VII 
RESPONDEN NARAPIDANA / TAHANAN @ 60 orang  
No. Jawaban Jumlah % 




























 JUMLAH  60 100 
 
Responden yang menyatakan bermanfaat sebanyak 13 orang narapidana                
( 21.6 % )  dan 9 orang tahanan ( 15 % ), dengan alasan dapat lebih hemat dan 
tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dan lebih efektif mecegah pemerasan 
/ tindakan penyimpangan lainnya. Sedangkan yang menyatakan kurang 
bermanfaat sebanyak  16 orang narapidana ( 26.6 % ) dan 17 tahanan ( 28.3 % ) 
dengan alasan sangat merepotkan apabila ada kebutuhan sehari-hari yang akan 
dibeli dalam keadaan yang mendadak, tidak bisa leluasa untuk membeli barang 
yang diinginkan. Sebanyak 1 ( satu )  orang ( 1.6 % ) Narapidana dan 4 ( empat ) 
orang tahanan ( 6.6 % menyatakan tidak bermanfaat, karena tidak dapat dengan 
bebas / leluasa untuk membeli barang-barang yang diinginkan misalnya rokok, 
makanan yang disukainya ).  
 
Pertanyaan 8 : 
Jika saudara menjawab kurang atau tidak bermanfaat , apa alasan saudara ? 
Tabel VIII 
RESPONDEN NARAPIDANA/TAHANAN @ 60 orang  
viii 
No. Jawaban  Jumlah % 






























 JUMLAH 60 100 
  
 Responden yang menyatakan tidak / kurang bermanfaat dengan alasan membatasi 
kebutuhan untuk kepentingan pribadi ( narapidana 26 orang / 43.3  dan tahanan 27 
orang / 45 % ), sedangkan alasan tidak bebas untuk membeli sebanyak  4 orang 











Menurut saudara apakah program Bebas Peredaran Uang di Lembaga perlu 
dilanjutkan ? 
Tabel IX 
RESPONDEN PETUGAS LP/RUTAN @ 60 orang  
ix 
No. Jawaban Jumlah % 
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 Dari tabel terlihat bahwa yang tidak ingin program BPU dilanjutkan sebanyak 24 
orang narapidan ( 40 % ) dan 28 Tahanan ( 46.6 % ) , sedangkan yang 
menyatakan dilanjutkan tetapi dirubah pola / mekanisme pelaksanaannya sebanak 
5 orang narapidana ( 1.6 % ) dan 1 orang tahanan ( 1.6 % ) .  
 
3.   Hasil Wawancara. 
Berikut hasil wawancara dengan responden kunci ( key not ) yang terpilih 
dan yang berkaitan langsung dengan kebijakan implementasi bebas peredaran 
uang di unit kerja masing-masing sebagai berikut : (1) Sumanto ( Kepala LP 
Semarang ), bahwa pelaksanaan Bebas Peredaran Uang pada umumnya berrjalan 
dengan lancar, dengan menggunakan sistem kupon yang dibatasi penggunaannya 
terhadap masing-masing narapidana. Adapun kendala yang ada antara lain 
terkadang belum adanya persediaan bahan yang dibutuhkan oleh narapidana di 
koperasi / unit usaha di LP, sehingga mau tidak mau kupon tersebut harus ditukar 
dengan uang untuk membeli di luar lembaga. Disamping itu belum adanya 
peraturan yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan BPU menjadi hambatan 
tersendiri, karena selama ini pelaksanaan BPU sepenuhnya merupakan tanggung 
jawab Kepala LP / Rutan. Demikian juga tidak relevannya perbandingan antara 
jumlah petugas dengan jumlah narapidana yang ada. (2) Makmum ( Kepala LP 
x 
Sragen ) pelaksanaan BPU dengan sistem kupon memang dapat mengendalikan  
peredaran uang di lembaga, disisi lain kupon jadi tidak efektif apabila adanya 
kebutuhan narapidana yang tidak dapat dilayani di unit-unit lembaga. Disisi lain 
tidak jarang terjadi penyalahgunaan kupon dengan cara memalsu kupon atau 
memakai kupon untuk taruhan / judi dalam lembaga. (3) Suwarno ( Kepala LP 
Klaten ), BPU bermanfaat untuk mengendalikan peredaran uang tunai di lembaga, 
mudah dipantau jumlah peredaran uang setiap harinya disatu sisi. Tetapi di sisi 
lain belum adanya uang intensif bagi karyawan / petugas sering menjadi kendala 
tersendiri dalam pelaksanaannya misalnya terjadi pemerasan terhadap napi, 
pemalsuan kupon BPU dan sebagainya. (4) Slamet Wibowo ( Kepala RUTAN 
Surakarta ), memang pelaksanaan BPU menjadi beban tambahan tugas bagi 
petugas LP / Rutan, akan tetapi BPU bermanfaat bagi pengendalian peredaran 
uang di lembaga. Yang menjadi kendala waktu batas penahanan masing-masing 
tahanan sehingga terkadang kupon yang dimilikinya sudah habis atau belum habis 
dipakai sudah dibebaskan / dilepaskan. (5) Sarju Wibowo ( Kepala Rutan   
Jepara ), pelaksanaan BPU sebenarnya cukup efektif dan efisien dalam membatasi 
dan mengendalikan peredaran uang di lembaga. Yang menjadi hambatan adalah 
masing-masing tahanan / narapidana tidaklah sama satu dengan lainnya dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya selama di lembaga. Masih lemahnya kontrol 
terhadap adanya penyimpangan baik yang dilakukan oleh narapidana, 
keluarganya maupun petugas LP / Rutan. (6) Joko Supeno ( Kepala Rutan 
Pekalongan ), pelaksanaan BPU bertujuan dan bermanfaat untuk mengurangi 
resiko yang diakibatkan adanya peredaran uang di lembaga misalnya pembelian 
barang-barang yang dilarang, melakukan penyuapan pada petugas dan 
sebagainya. BPU sebenarnya sudah cukup efektif dan efisien selama ini baik dari 
segi peredarannya maupun keamanan di lembaga, tetapi disisi lain menimbulkan 
adanya tambahan tugas tersendiri bagi petugas LP  /Rutan.  
 
B.  Pembahasan 
Dari hasil penelitian tersebut selanjutnya penulis melakukan pembahasan 
dengan teori bekerjanya hukum antara lain sebagai berikut :  
xi 
1. Substansi Hukum 
Secara substansi Surat Edaran Direktorat Jendral Lembaga 
Pemasyarakatan Nomor E PR.06.10-70 disebutkan bahwa Mekanisme dan tata 
cara pelaksanaan BPU pada Lapas / Rutan / Cabrutan disesuaikan dengan kondisi 
setempat, namun demikian dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada 
ketentuan sebagai (a) Uang tunai milik tahanan / narapidana harus didaftar 
penyimpanannya dalam Register D. (b) Alat bukti pembayaran / transaksi dapat 
diganti dengan kupon atau sejenis yang memiliki nilai nominal tertentu.             
(c) Jumlah kupon yang boleh dibelanjakan oleh tahanan / narapidana dibatasi 
hanya cukup / wajar untuk memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari. (d) Agar 
semua transaksi yang dilakukan dapat dikendalikan dan dipantau maka dicatat 
dalam buku belanja dan dilakukan melalui kantin yang dikelola oleh Lapas / 
Rutan / Cabrutan.   
Belum adanya petunjuk mengenai yang operasional baik mengenai 
penyesuaian kondisi maupun cukup / wajarnya kebutuhan sehari-hari masing-
masing narapidana / tahanan, terkadang menjadi hambatan tersendiri terutama 
bagi Lapas / Rutan yang berkapasitas besar penghuninya. Disamping itu juga 
belum adanya peraturan yang mengatur mengenai sanksi bagi mereka yang 
melanggar ketentuan ini baik oleh narapidana / tahanan ataupun petugas lembaga 




2. Struktur Hukum  
Pelaksanaan BPU merupakan tugas tambahan bagi petugas lembaga, hal 
ini sangat terasa mengganggu apabila jumlah penghuni Lapas / Rutan melebihi 
kapasitas / besar. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana jika 
dibandingkan dengan jumlah penghuni merupakan hambatan bagi pelaksanaan 
BPU secara optimal, karena petugas dituntut untuk melaksanakan BPU diantara 
tugas-tugas pokok lainnya. Minimnya penghasilan / pendapatan petugas 
xii 
merupakan faktor pemicu terjadinya penyimpangan pelaksanaan BPU di lembaga 
tersebut. 
  
3. Kultur / Budaya Hukum  
Budaya baik narapidana / tahanan maupun petugas lembaga merupakan 
kendala tersendiri, dimana masih seringnya perasaan tepo seliro, saling tolong 
menolong antara petugas dan penghuni tidak menutup kemungkinan terjadinya 









Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tidak dapat diimplementasikan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor 
E.PR.06.10-70 Tentang Bebas Peredaran Uang ( BPU ) tersebut disebabkan antara 
lain :  
1. Substansi Hukum 
Ketentuan yang diatur dalam surat edaran nomor E PR.06.10-70 tersebut 
selain tidak mengatur secara implisit teknis pelaksanaannya di lapangan, sehingga 
hanya tergantung kepada masing-masing Kepala Lapas / Rutan untuk mengambil 
kebijakan dalam penerapannya. Hal ini terkadang menyulitkan dalam hal jumlah 
penghuni yang melebihi kapasitas / besar, sedangkan jumlah petugas yang tidak 
sebanding baik sumber daya manusia, sarana dan prasarananya. Disamping itu 
belum adanya ketentuan yang memberikan sanksi baik terhadap penghuni maupun 
petugas yang melakukan penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan yang 
diatur dalam Surat Edaran tersebut.  
 
2. Struktur Hukum  
Minimnya sumber daya manusia ( SDM ) apabila di bandingkan dengan 
kapasitas jumlah penghuni Lapas / Rutan, minimnya sarana dan prasarana 
mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan BPU. Masih belum adanya 
pengaturan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan BPU antara lain mengenai 
stándar kupon, bahan kebutuhan yang ada dalam kantin, minimnya gaji petugas 





3. Kultur / Budaya Hukum  
xiv 
Masih adanya budaya / kebiasaan saling tolong menolong, tepo seliro 
antara penghuni dengan petugas, yang memungkinkan terjadi penyimpangan 
pelaksanaan BPU. Hal ini yang memungkinkan terjadinya pelanggaran / 




Adapun sebagai konsekuensi logis dari hasil penelitian dan pembahasan maka 
implikasi dapat berupa :  
1. Tidak dapat diberlakukannya BPU di Lembaga Lapas / Rutan akan dapat 
menimbulkan peredaran uang dalam jumlah besar, yang pada akhirnya akan dapat 
menimbulkan berbagai pelanggaran / penyimpangan baik yang dilakukan oleh 
Narapidana / Tahanan, antara lain adanya penyelundupan benda / barang-barang 
yang terlarang, penyuapan dan sebagainya.  
2. Tidak dapat dilaksanakan BPU dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi 
citra lembaga dan mempengaruhi sistem pembinaan yang diterapkan kepada para 
narapidana.  
 
C. SARAN- SARAN 
1. Program Bebas Peredaran Uang di Lembaga Lapas / Rutan tetap dilanjutkan 
dengan berbagai perubahan pola dan mekanismenya, antara lain sistem kupon 
diseragamkan untuk seluruh Lembaga Pemasyaraktan / Rumah Tahanan. Hal ini 
untuk mencegah pemalsuan dan penyimpangan penggunaan kupon, dan 
dimungkinkan berlaku bagi narapidana yang dipindahkan ke Lembaga 
Pemasyarakatan yang lain. 
2. Melengkapi aturan pelaksanaan BPU dengan ketentuan-ketentuan yang dapat 
dijadikan arah / pedoman bagi petugas antara lain pemberian insentif, pemberian 
sanksi terhadap pelanggaran / penyimpangan dalam pelaksanaannya.  
3. Memperbaiki infrastruktur yang ada dalam Lapas / Rutan dengan fasilitas 
memadai guna memberikan pelayanan akan kebutuhan para narapidana / tahanan, 
xv 
antara lain penyediaan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari pada kantin / koperasi di 
lembaga itu. 
4. Perbaikan dan peningkatan gaji para petugas Lapas / Rutan, sehingga dapat 
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